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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb  

Puji syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT. Yang telah memberikan 

nikmat sehat, waktu dan ilmu kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan 

bunga rampai ini tepat waktu. Ucapan terima kasih yang tak terhingga bagi 

mentor dan juga rekan-rekan seperjuangan yang telah bersama-sama 

menyusun bunga rampai yang luar biasa ini guna mendeskripsikan nilai-nilai 

yang tercermin dalam UUD NRI 1945 dalam berkehidupan berbangsa dan 

bernegara, sehingga mampu disosialisasikan kepada para. 

Sebagaimana yang kita semua sadari dewasa ini nilai-nilai demokrasi, 

merupakan nilai yang harus dikembangkan dan digali dari tata kehidupan asli 

bangsa Indonesia yang harus mendasari sistem kemasyarakatan dan sistem 

kenegaraan yang akan dibangun untuk mencapai cita-cita nasional bangsa 

Indonesia. Membangun semangat persatuan atau nasionalisme sekarang ini 

dan di masa depan tidak lagi dengan dasar ingin merdeka, tetapi berupa 

tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan tersebut dalam berbagai 

aspeknya. Membangun kembali semangat kebangsaan tersebut memerlukan 

penyadaran sikap hidup warga negara yang menghargai nilai-nilai demokrasi, 

kemanusiaan, keadilan sosial, cinta tanah air, memiliki kesadaran hukum dan 

rasa kebersamaan. 

Indonesia sebagai bangsa besar haruslah menjaga, memahami, dan 

mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan demi tetap tegak dan utuhnya 

NKRI. Kekayaan Bangsa Indonesia yang memiliki ragam suku, budaya, 

bahasa, etnis, golongan dan agama merupakan kekuatan positif yang dapat 

mendukung pembangunan bangsa. Namun disisi lain, juga mengandung 

potensi konflik, yang bila tidak dikelola dengan baik dapat mengancam 

kelangsungan kedaulatan NKRI. 

Implementasi nilai-nilai Undang-Undang NRI 1945 guna mewujudkan 

kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada keragaman etnis 

dan budaya masyarakat Indonesia yang harus diikat dalam nilai-nilai, norma-



v 
 

norma dan aturan-aturan kebangsaan dan kenegaraan. Tataran nilai UUD 1945 

tersebut bukan saja untuk menjaga kolektivitas bangsa, tetapi juga menjaga 

harmoni kehidupan antar kelompok masyarakat dan antar warga negara. 

Negara berkewajiban untuk mensosialiasikan, menginternalisasikan dan 

menginstitusionalkan nilai-nilai, norma-norma dan pranata berkehidupan 

berbangsa dan bernegara tersebut kepada warga negara serta mewujudkan 

kesadaran moral dan hukum berdasarkan karakter dan jati diri bangsa. 

Maksud dari bunga rampai ini adalah untuk menjabarkan permasalahan 

Bangsa Indonesia masa kini, yaitu memudarnya nilai-nilai kebangsaan yang 

bersumber dari empat konsensus dasar kebangsaan, terutama menyoroti pada 

UUD NRI Tahun 1945 di kalangan generasi penerus bangsa di tengah 

persaingan kehidupan antar bangsa. Timbulnya tantangan baik internal 

maupun eksternal, sebagai akibat sistem demokrasi yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Tulisan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan bahan 

para akademisi ataupun pendukung bacaan bagi kalangan umum yang sangat 

penting dalam rangka sosialisasi nilai-nilai kebangsaan. Diharapkan melalui 

Bunga Rampai ini nilai-nilai kebangsaan dapat tercermin di dalam pemikiran, 

sikap dan perilaku setiap Warga Negara Indonesia, untuk memahami 

pentingnya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan 

wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Bunga rampai ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu masukan dari 

pembaca yang Budiman senantiasa penulis nantikan guna perbaikan di masa 

yang akan datang. Terakhir penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada 

penerbit, keluarga kami tercinta, rekan sejawat atas dorongan dan do’anya 

sehingga penulis terus mampu berkarya untuk bangsa tercinta ini.  

Wassalamu’alaikum wr.wb. Salam Bela Negara..!!! 

 

 

 

Jakarta, 27 Juli 2022 

 

Penulis 
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SINOPSIS 

 

emantapan Nilai-nilai Kebangsaan bertujuan untuk mentransformasikan, 

menumbuhkan dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan kepada setiap 

komponen bangsa terutama yang bersumber UUD NRI 1945. Nilai-nilai 

kebangsaan dapat tercermin di dalam pemikiran, sikap dan perilaku setiap 

Warga Negara Indonesia, untuk memahami pentingnya mengutamakan 

persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Bunga rampai ini menjabarkan permasalahan Bangsa Indonesia masa 

kini, yaitu memudarnya nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat 

konsensus dasar kebangsaan, terutama menyoroti pada UUD NRI Tahun 1945 

di kalangan generasi penerus bangsa di tengah persaingan kehidupan antar 

bangsa. Timbulnya tantangan baik internal maupun eksternal, sebagai akibat 

sistem demokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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BAB I 

IMPLEMENTASI NILAI KETAATAN HUKUM  

PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG  

IBU KOTA NEGARA (IKN) 

*Budi Pramono 

 

I. PENDAHULUAN 

emindahan ibu kota negara merupakan visi dan misi Indonesia dalam 

membangun pemerataan pembangunan di Indonesia. Dalam paparan 

Kepala BAPPENAS setidaknya terdapat 6 (enam) alasan pemindahan ibukota 

sebagai berikut:  

1) Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu 56,56% dari total 

jumlah penduduk Indonesia;  

2) 58,49% kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional 

adalah dari Jawa, dengan 20,85% adalah kontribusi DKI Jakarta. Hal ini 

berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 

5,52%; 

3) Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa 

Timur. 

4) Konversi Lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa.  

5) Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk 

terbesar di Jakarta dan Jabodetabek-punjur.  

6) Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung 

lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. 

 

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah 

disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 

Negara (UU IKN) pada tanggal 15 Februari 2022. Pemerintah telah  menyatakan  

bahwa  Nusantara  akan  dijadikan  sebagai nama  Ibukota Negara (IKN) yang  

terletak di Provinsi Kalimantan Timur yaitu di wilayah Kabupaten Penajam 

Paser Utara. Proses pembentukan undang-undang ibukota negara mengacu  

P 
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kepada  peraturan perundang-undangan  khususnya   pada Undang-Undang 

Nomor 12  Tahun  2011 tentang  pembentukan  peraturan  perundang-

undangan. Berdasarkan amanat undang-undang  tersebut  pada  pasal 43 ayat 

(3) dinyatakan bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, 

Presiden  atau  DPD  harus  disertai  Naskah  Akademik. Kebijakan yang 

dilandasi dengan Naskah akademik akan memperkuat produk regulasi secara 

teoritis dan implementasi. Dasar dalam pengajuan menjadi undang-undang 

harus bersifat solutif untuk menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan 

hukum di lingkungan masyarakat.  

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tegas menyatakan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum, Konsekuensinya Indonesia perlu memiliki aturan-

aturan secara tertulis yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur dan 

menciptakan ketertiban masyarakatnya. Alasan Disahkannya Undang-

Undang IKN tidak terlepas dari adanya landasan filosofis, landasan yuridis, 

dan landasan sosiologis yang telah melalui proses panjang menjadi suatu 

regulasi demi menciptakan suatu aturan yang komprehensif. IKN mempunyai 

fungsi sentral dan menjadi simbol Masyarakat perlu memahami dan mentaati 

Undang-Undang IKN yang telah disahkan tersebut. 

Di dalam hukum dikenal istilah Fiksi hukum yang merupakan asas yang 

menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure). Dalam bahasa 

Latin dikenal pula adagium ignorantia jurist non excusat, Tidak adanya 

pengetahuan tentang hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa 

mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui 

adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Kekurangan 

informasi tentang hukum oleh masyarakat pasca disahkannya Undang-

Undang IKN akan mengarah pada perlawanan hukum sehingga 

menimbulkan permasalahan Implementasi Nilai Ketaatan Hukum di 

masyarakat. 

https://openparliament.id/glossary/fiksi-hukum/
https://openparliament.id/glossary/asas/
https://openparliament.id/glossary/undangan/


Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Ketaatan Hukum│3  
 

 
Gambar 1. Persentase Ketidaktahuan masyarakat tentang UU IKN 

 

Berdasarkan data Litbang Kompas, Persentase ketidaktahuan masyarakat 

tentang UU IKN sangat tinggi, yaitu 57% Potensi ketidaktahuan masyarakat 

tentang disahkannya UU IKN akan berimplikasi pada ketidaktaatan hukum di 

waktu yang akan datang. Menurut Lemhanas-RI (2020) Pada prinsipnya 

mengandung makna bahwa kekuasaan negara diatur berdasarkan hukum, 

sehingga warga negara kedudukan dan perilakunya sama di depan hukum. 

Oleh sebab itu perlu adanya kajian dalam hal implementasi ketaatan hukum 

dari masyarakat sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam UUD NRI 1945 

dapat tercapai. Tulisan ini dibatasi hanya mengkaji dari segi nilai ketaatan 

hukum. 

 

II. PEMBAHASAN 

Pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah 

masalah hukum. Status Jakarta sebagai Ibukota negara diatur dalam Undang-

Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta dan beberapa undang-undang lainnya, Wacana pemindahan 

ibukota tentu akan membawa implikasi hukum bagi Jakarta secara khusus dan 

negara Indonesia pada umumnya. Eksistensi Ibukota sangat penting dari aspek 

hukum sehingga pemerintah harus menyediakan payung hukum tentang 

pemindahan ibukota serta dampaknya apabila pemindahan ibukota itu 
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dilakukan. Beberapa Aspek yang akan menjadi implikasi pemindahan Ibukota 

adalah pertahanan dan keamanan, kondisi geografis, keamanan nasional, 

lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemindahan ibukota 

negara menjadi proyek pembangunan yang sangat penting dan membutuhkan 

landasan hukum yang jelas terutama menyangkut pembebasan lahan dan 

investasi. 

Uniknya, selain skenario memindahkan semua kementerian/lembaga ke 

ibukota baru, pemerintah juga melakukan skenario untuk mempertahankan 

Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Selain itu, apabila melihat regulasi 

yang berada ditingkat daerah, pemindahan ibukota ke Penajam Paser Utara ini 

berpotensi menabrak setidaknya 98 Perda Provinsi Kalimantan Timur, 8 Perda 

Kabupaten Kutai Kartenegara dan 39 Perda Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Hal ini dikarenakan muatan Perda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur 

belum tentu mendukung kemudahan investasi dan berusaha terutama 

perizinan, sebab bagaimanapun juga pemindahan ibukota membutuhkan 

investor dari pihak lain. 

Upaya mengimplementasikan pemindahan ibu kota diperlukan ketaatan 

hukum dari masyarakat Indonesia. Semakin tinggi kesadaran hukum dan 

ketaatan hukum penduduk suatu negara maka semakin tertib kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara sehingga dibutuhkan payung hukum untuk 

mewadahi pemindahan ibukota ini. Partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat 

untuk mentaatinya memegang peranan penting. Tanpa kepatuhan dan 

ketaatan dari mayarakat, maka hal ini akan berdampak kepada pemindahan 

ibukota. Dari segi nilai ketaatan hukum, dimana kekuasaan negara diatur 

berdasarkan hukum, sehingga warga negara kedudukan dan perilakunya sama 

di depan hukum (LEMHANNAS-RI 2020). 

UUD NRI 1945 merupakan norma hukum positif tertinggi yang berisi 

hukum dasar atau norma-norma dasar (LEMHANNAS-RI 2020), Nilai-Nilai 

yang terkandung di dalam pembukaan maupun batang tubuh konstitusi 

negara kita memuat tiga nilai yang sangat essensial dan menonjol yaitu nilai 

demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum (LEMHANNAS-

RI 2020). Implementasi ketaatan hukum masyarakat diperlukan sosialisasi yang 
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baik kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan tanggapan reaktif yang 

berlawanan. 

Nilai ketaatan hukum pada prinsipnya mengandung makna bahwa 

kekuasaan negara diatur berdasarkan hukum, Ketaatan hukum tidaklah lepas 

dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan 

hukum, serta ketidaksadaran hukum adalah ketidaktaatan terhadap hukum. 

Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari 

kesadaran dan ketaatan hukum. Menurut beberapa pakar mengenai ketaatan 

hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam 

kesadaran, yaitu (Ali, 2009): 

1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan 

hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang 

disadari atau dipahami;  

2. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud 

menentang hukum atau melanggar hukum  

 

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti 

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa 

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum yang dimaksud 

berarti menkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat; yaitu berlaku 

secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan secara filosofis oleh karena itu 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam 

masyarakat yaitu: 

a. Kaidah Hukum  

Dalam teori Ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai 

berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:  

1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penetuannya didasarkan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang 

telah ditetapkan.  Dari aspek yuridis, Undang-Undang  tentang  Ibukota  

Negara  ini  akan  mengisi kekosongan hukum karena hingga 75 tahun 

Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki satu pun Undang-Undang 

pokok yang mengaturtentang Ibu Kota Negara. Dengan adanya rencana 

pemindahan   Ibukota   Negara   Republik   Indonesia maka   pihak   
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Pemerintah   pusat   harus memperhatikan aspek dasar hukum beserta 

regulasi yang terkait untuk dapat dijadikan kekuatan hukum. 

2) Kaidah hukum berlaku secara Sosiologis apabila kaidah tersebut efektif 

artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori Kekuasaan). Atau 

kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.  

Pemindahan Ibu Kota Negara, yang perlu diperhatikan yaitu: Pertama, 

secara  sosiologis  adalah dampak-dampak sosial-politik-ekonomi yang 

akan muncul. Dampak sosial dari pemindahan  Ibu  Kota yaitu penekanan  

mengenai dampak yang diakibatkan dari pemindahan ibu kota dalam segi 

sosial. Hal ini dilihat dari dampak  sosial  terjadinya  pemindahan  ASN  

ke  ibu  kota  baru,  terkait perlindungan sosial bagi masyarakat yang 

berada di ibu kota baru. Terdapat potensi konflik akibat perubahan 

tatanan sosial masyarakat Kalimantan yang diakibatkan oleh pemindahan 

ibu kota baru. Kedua, Dampak Ekonomi Dari Pemindahan Ibukota: Potensi 

penurunan ekonomi secara perlahan yang terjadi di Jakarta maupun 

adanya peningkatan ekonomi atau kesejahteraan di Pulau Kalimantan 

dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut.  

3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum 

sebagai nilai positif yang tertinggi. Penyusunan Undang-Undang  tentang  

Ibu  Kota Negara  ini  secara filosofis adalah  upaya  untuk  mewujudkan  

2  dari  4  tujuan  nasional  sebagaimana  yang termaktub  di  dalam 

Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945,  yaitu  melindungi  segenap  bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum. Namun  demikian,  dalam  pertimbangan  landasan  

filosofis,  tidak  menjelaskan  secara ilmiah  dan  rinci  atas  pertimbangan  

apa  sehingga  RUU  Ibukota  Negara  ini  diperlukan.  Kesadaran dan cita  

hukum  yang  meliputi  suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. 

Landasan filosofis  pembentukan  UU  IKN  hanya  menjelaskan  upaya  

perwujudan  sila Pancasila.  Sebagaimana  dipahami  bahwa  terdapat  lima  

sila,  dan  dalam  upaya  perwujudan tersebut  terdapat  nilai  dasar,  nilai  

instrumental  dan  nilai  praksis (Hastangka et al., 2019). Menurut (Saputra 

& Laksana, 2020) bahwa peran pancasila menjadi hal utama dalam  
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pembentukan  peraturan karena  pancasila  ideologi  negara  yang  

digunakan  sebagai pedoman dan landasan hidup bangsa. 
 

Tabel 1. Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam UU IKN 
 

No. Landasan Hukum Analisis 

1 Landasan Filosofis Kesesuaian UU IKN dengan 

landasan filosofis bangsa yaitu 

Pancasila belum diuraikan secara 

menyeluruh ke dalam setiap nilai  

Pancasila. 

2. Landasan  Sosiologis 

 

UU IKN telah menjelaskan secara 

sosiologis baik dalam sepek sosial  

ekonomi dan dampak sosial. 

3. Landasan Yuridis UU IKN telah menjabarkan secara    

yuridis yaitu adanya mengisi   

kekosongan     hukum pengaturan 

IKN, meski sesungguhnya   

pengaturan   IKN telah ada yaitu 

UU No. 29 Tahun 2007 dengan  

penjabaran  aturan yang   yang   

disesuaikan   dengan politik 

hukum yang berlaku. 

 

b. Penegak Hukum 

Hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada 

peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang–undangan 

peraturan pemerintah dalam aturan–aturan lainnya yang sifatnya mengatur, 

sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh 

pada aturan–aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena 

berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. Dalam hal Pasca disahkannya UU 

IKN, adanya pengajuan judicial review oleh masyarakat ke Mahkamah 

Konstitusi menjadikan Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan 
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wewenangnya dengan menguji UU IKN terhadap UUD 1945 agar 

mencerminkan Asas lex superior derogate legi inferiori yang diartikan bahwa 

peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan 

yang lebih tinggi. Sehingga saat ini proses judicial review di mahkamah 

Konstitusi masih berjalan sesuai dengan proses acara di persidangan dan 

berpedoman pada ketaatan hukum. 
 

c. Masyarakat 

Pada hakikatnya Ketaatan hukum adalah “kesetian” seseorang atau subyek 

hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk prilaku yang nyata. 

Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang jiwanya 

sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik 

untuk mengatur masyarakat secara baik. Implementasi Ketaatan hukum dan 

kesadaran masyarakat Pasca disahkannya UU IKN menunjukkan bahwa 

kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum itu sendiri secara demokratis 

melalui proses Pengajuan gugatan Judicial Review terhadap Mahkamah 

Konstitusi tanpa harus melakukan tindakan dan perilaku yang bertentangan 

dengan Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945.  

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pemindahan Ibu Kota Negara 

mesti segera dituangkan dalam peraturan yang jelas dan penegakan hukum 

secara tegas melalui sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran. Nilai ketaatan 

hukum sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat secara 

kolektif menghendaki suatu suasana keteraturan dan ketertiban. oleh karena 

itu dengan cara inilah masyarakat dapat hidup aman, damai dan harmoni 

dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD NRI 

1945. Nilai tersebut berupa gagasan, rasa, cipta, dan pikiran. (Warassih 2016). 

 

III PENUTUP 

A. Simpulan 

Nilai ketaatan hukum, dimana pada prinsipnya mengandung makna 

bahwa kekuasaan negara diatur berdasarkan hukum, sehingga warga negara 

kedudukan dan perilakunya sama di depan hukum Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 
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1945 tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagai salah 

satu konsekuensinya Indonesia perlu memiliki aturan-aturan secara tertulis 

yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur dan menciptakan 

ketertiban masyarakatnya. Alasan Disahkannya Undang-Undang IKN 

tentunya tidak terlepas dari adanya landasan filosofis,  landasan  yuridis,  dan  

landasan  sosiologis yang telah melalui proses panjang yang pada akhirnya 

menjadi suatu regulasi demi menciptakan suatu aturan yang menyeluruh. 

Implementasi Nilai Ketaatan Hukum Pasca disahkannya Undang-Undang Ibu 

Kota Negara (IKN) menunjukkan bahwa peraturan tersebut harus dapat 

memuat tujuan hukum itu sendiri yang berdasarkan pada kepastian, keadilan 

dan kebermanfaatan hukum sehingga keasadaran hukum di masyarakat dapat 

terealisasi. 

 

B. Saran  

Perlu adanya peran aktif dan keterbukaan dengan melibatkan tokoh 

masyarakat dalam Penyusunan setiap Produk UU khususnya Undang-undang 

Ibu Kota Negara (UU IKN).  Adanya kontra dari masyarakat pasca disahkannya 

UU IKN salah satunya disebabkan oleh tidak adanya keterlibatan masyarakat 

oleh Pembuat UU dalam proses penyusunan naskah UU tersebut. Berdasarkan 

Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan berdasarkan pada 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya 

pada huruf g disebutkan adalah asas keterbukaan. Dalam penjelasannya 

dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai 

dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan 

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh 

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

memberikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 
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BAB II 

MENERAPKAN NILAI KESAMAAN DERAJAT MELALUI 

KETERAMPILAN RESOLUSI KONFLIK UNTUK 

MENINGKATKAN TAAT HUKUM BERMASYARAKAT 

*Ida Rohayani 

 

I. PENDAHULUAN 

egara berharap lembaga pendidikan mampu mewujudkan misi suci 

untuk membentuk karakter warga negara yang baik. Generasi muda 

sebagai penerus bangsa yang sedang mencari jati diri secara bersamaan 

dihadapkan dengan kenyataan bahwa kehidupan di masyarakat tidak sesuai 

dengan pendidikan hasil proteksi dinding rumah orang tuanya. Mereka 

menyaksikan situasi konflik antara aturan yang dilanggar dengan 

mengatasnamakan hak dan nilai kesamaan derajat. Ini adalah tantangan 

tentang bagaimana mengimplementasikan aturan konstitusi kesamaan derajat 

namun mampu mewujudkan ketaatan hukum. 

Ki Hadjar Dewantara (2013: 3) menyatakan “mendidik anak itulah 

rakyat. Keadaan dalam hidup dan penghidupan kita pada zaman sekarang 

itulah buahnya pendidikan yang kita terima dari orang tua …anak-anak yang 

kita didik kelak akan menjadi warga negara kita”. Maka yang dibutuhkan oleh 

seorang pendidik adalah mengajarkan keterampilan dan pengetahuan tentang 

jati diri dan hak yang dimiliki tiap manusia dengan cara menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang dapat menumbuhkan ketaatan terhadap 

hukum yang muncul dari hak tersebut. 

Pendidikan merupakan sebuah mekanisme meresolusi konflik dalam 

sebuah masyarakat pasca terjadi konflik (Hayes and McAllister, 2009). 

Sehingga diharapkan dapat membentuk budaya sadar nilai kesamaan derajat 

dan ketaatan hukum secara bersamaan melalui mekanisme pembelajaran yang 

tepat, yakni menciptakan kelompok masyarakat yang damai dan melatih 

keterampilan resolusi konflik. 

Berikut penjelasan bagaimana sebuah nilai kesamaan derajat dapat 

menimbulkan nilai ketaatan hukum melalui pembelajaran keterampilan 

resolusi konflik selaras dengan UUD NRI tahun 1945. 

N 
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II. PEMBAHASAN 

Pola mendidik harus bermakna, kontekstual, dan bernilai. Hal ini 

bertujuan agar subyek belajar merasakan relevansi, manfaat, dan kegunaan 

bagi kehidupannya. Sebuah perilaku dan Tindakan mendidik harus 

berimplikasi pada perubahan perilaku menjadi lebih baik. Oleh sebab itu perlu 

dibahas bagaimana sebuah nilai kesamaan derajat dan ketaatan hukum 

beriringan dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang ditautkan oleh 

sebuah aturan konstitusi. 

A.  Makna nilai kesamaan derajat dan ketaatan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat  

Semua produk hukum yang melindungi konstituen memiliki kesamaan 

derajat adalah manakala diawali dengan kata “setiap”. Contoh salah satu pasal 

dalam UUD NRI tahun 1945 yakni terdapat dalam Pasal 28F “Setiap orang 

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia”. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua orang 

dapat melakukan situasi yang disampaikan tanpa kecuali yang terkadang 

dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya 

terdapat potensi konflik dalam menerjemahkannya. 

Namun di lain pihak, negara mengatur kebebasan tersebut dengan 

alasan pembatasannya yakni diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI tahun 

1945 yang menjelaskan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap 

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 

hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis”. 

Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah pola pembelajaran untuk mengelola 

dan menyadarkan bahwa aturan kesamaan derajat berbatas dengan aturan, 

sehingga motivasi instrinsik muncul dari pembelajar berupa kesadaran untuk 

menuntut kesamaan derajat dengan perilaku taat hukum.  
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B. Keterampilan resolusi konflik dalam menerapkan nilai kesamaan 

derajat dan ketaatan hukum 

Ketika konflik dipersepsikan sebagai dorongan positif, seorang individu 

akan bertanggung jawab dalam membuat hasil konflik. Penguatan diri untuk 

mengendalikan kehidupannya dengan menghormati orang lain. Membangun 

kesadaran bahwa terdapat potensi konflik yang positif. 

Ketika perbedaan diketahui dan dihargai/apresiasi, dan ketika pihak 

yang bertikai membangun kekuatan bagi yang lainnya, sebuah iklim terbentuk di 

mana kelayakan diri mengiringi tiap individu dan memberikan kesempatan 

padanya untuk saling mengisi. Pendidikan mengajarkan cara positif untuk 

mendekati konflik dengan mengendalikan situasi konflik dengan efektif (Bodine & 

Crawford, 1998: 35) Resolusi konflik merupakan salah satu upaya seorang 

individu atau masyarakat yang mencari jalan keluar dari konflik. Adapun 

dalam dunia pendidikan yang dimaksud pendidikan resolusi konflik adalah 

upaya terencana yang dilakukan berupa diskusi, seminar atau wadah 

musyawarah lainnya di mana setiap orang mengemukakan pendapat dan 

permasalahannya pada pihak lain agar terjadi pembicaraan ataupun perilaku 

yang menggiring mereka ke arah pemecahan masalah. 

Beberapa keterampilan yang harus dimiliki dalam resolusi konflik 

sebagai implikasi dari pelatihan, yakni sebagai berikut: 

1. Memahami konflik beserta pemahaman teoritis terhadapnya. 

2. Melakukan pemetaan konflik yang meliputi identifikasi aktor, 

perilaku, sikap, dan isu yang terlibat dalam sebuah konflik. 

3. Melakukan intervensi melalui kerja resolusi konflik baik melalui 

negosiasi maupun mediasi sebagai bentuk intervensi pihak ketiga yang 

netral.  

4. Melakukan mediasi sebagai praktik resolusi konflik dalam konteks 

Indonesia. (Jamil, 2007: xxiv-xxv). 

 

Berdasarkan pemahaman tentang keterampilan resolusi konflik 

tersebut,  maka kontrol terhadap pemahaman seseorang akan 

kesadaran nilai kesamaan derajat dapat terjadi apabila melibatkan banyak 

orang untuk curah pendapat, karena terdapat komunitas yang akan menjadi 
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penilainya. Pola ini sejalan dengan komunitas adil sebagai pemecah dari isu 

yang terkategori sebagai domain moral di antaranya tindakan yang disinyalir 

dapat terkategori pelanggaran HAM dan Hukum. Sedangkan perilaku yang 

merupakan kebutuhan tiap individu menjadi domain kebiasaan dan pribadi 

serta “moral” dalam konteks komunitas ketika individu terpanggil untuk 

melakukan pengorbanan pribadi demi kebaikan bersama (Nucci, 2001 dalam 

Power, 2015:340-345). 

Pendekatan komunitas adil mengembangkan penilaian dan 

pengambilan keputusan melalui praktik yang sekarang disebut demokrasi 

deliberatif (Bessette, 1994; Fishkin, 1991). Pendekatan ini jembatan antara 

pertimbangan dan tindakan moral karena ia mengkaji interaksi nyata antara 

siswa dan guru di sekolah, melalui pemeliharaan kepekaan moral dengan 

membawa isu-isu yang menjadi keprihatinan bersama agar mendapat 

perhatian guru dan siswa dalam pertemuan mingguan mereka (Power, 

D’Alessandro; 2015: 340). 

Salah satu usulan dalam menerapkan keterampilan resolusi konflik 

dalam menumbuhkan kesamaan derajat dan ketaatan hukum dapat dilakukan 

dengan permainan dan perlombaan. Deutsch (2006) mengungkapkan bahwa 

dalam kerja sama dan persaingan individu dan kelompok terdapat proses 

psikologis sosial yang akan memunculkan relevansi sentral untuk memahami 

proses yang terlibat dalam konflik yakni mengurai minat kooperatif dan 

kompetitif dalam situasi konflik (atau motif konflik yang beragam; Schelling, 

1960) berdampak produktif karena berjalan alamiah, memiliki aturan dan 

penghormatan terhadap pemenang kompetisi ini. 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Semua orang dapat melakukan situasi karena merasa terlindungi tanpa 

kecuali yang terkadang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung 

jawab. Akibatnya terdapat potensi konflik dalam menerjemahkannya. 

Namun, ketika konflik dipersepsikan sebagai dorongan positif, seorang 

individu akan bertanggung jawab dalam membuat hasil konflik. Penguatan 

diri untuk mengendalikan kehidupannya dengan menghormati orang lain. 
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Membangun kesadaran bahwa terdapat potensi konflik yang positif. Yakni 

perilaku yang merupakan kebutuhan tiap individu menjadi domain kebiasaan 

dan pribadi serta “moral” dalam konteks komunitas ketika individu 

terpanggil untuk melakukan pengorbanan pribadi demi kebaikan Bersama. 

B. Saran 

1. Mengajarkan demokrasi deliberative dengan aturan yang jelas sehingga 

terpenuhi hak individu namun tetap mengedepankan kepentingan 

umum. 

2. Perlu adanya kajian lanjutan untuk mengukur keberhasilan 

keterampilan  resolusi konflik agar terpenuhi data yang reliabel dab 

valid.  
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BAB III 

IMPLEMENTASI NILAI KETAATAN HUKUM PADA PEKERJA 

TERHADAP UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA 

*Impol Siboro 

 

I. PENDAHULUAN 

erlindungan pekerja pada hakekatnya bertujuan sebagai jaminan yang 

wajib didapatkan oleh pekerja yang bekerja dari pemberi kerja, sehingga 

keselamatan dan kesejateraan hidupnya selama bekerja dapat terlindungi.  

Terkait dengan hal tersebut, perlindungan pekerja memerlukan pedoman 

tindakan yang terarah sehingga perlindungan pekerja dalam konteks 

keselamatan dan kesehatan kerja dapat tercapai. 

Pekerja dalam melakukan pekerjaan memerlukan kegiatan yang terarah  

melalui program keselamatan dan kesehatan kerja. Di mana program 

keselamatan dan kesehatan kerja wajib diterapkan pada setiap industri atau 

perusahaan. Untuk itu setiap industri atau perusahaan wajib 

mengimplementasikan program keselamatan dan kesehatan kerja, 

sebagaimana telah diatur pada kebijakan perusahaan tentang program 

keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja (K3LK). 

Terkait dengan kecelakaan kerja, semua sektor industri meningkat, 

maka sektor pertambangan harus menjadi perhatian, khususnya pada sektor 

pertambangan mineral dan batubara, sebab sektor pertambangan mineral 

dan batubara merupakan kategori industri yang beresiko tinggi atau yang 

biasa di sebut dengan industri ekstrakstif (EITI Indonesia, 2016). Perusahaan 

yang bergerak pada sektor industri mineral dan batubara merupakan 

kategori beresiko tinggi, untuk mengatasi hal tersebut maka kementerian 

energi dan sumber daya mineral menerbitkan peraturan menteri energi dan 

sumber daya mineral nomor 38 tentang penerapan sistem manajemen 

keselamatan pertambangan, sebagai acuan industri sektor mineral dan 

batubara untuk membuat kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

P 
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Adapun data kecelakaan kerja pertambangan pada sektor mineral dan 

batubara yaitu pada tahun 2013 ada 216 kasus, tahun 2014 ada 232 kasus, 

tahun 2015 ada 159 kasus, tahun 2016 terdapat 155 kasus, tahun 2017 terdapat 

146 kasus (Dirjen Minerba Kementerian ESDM). 

 

II. PEMBAHASAN 

Berdasarkan konstitusi negara Indonesia, pasal 27 ayat 2 UUD 1945, tiap 

warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Namun tentu agar warga Negara dapat menjalankan 

pekerjaan dengan baik, maka perlu diberikan perlindungan oleh Negara.  

Indonesia kini telah memiliki beberapa aturan mengenai tenaga kerja. 

Aturan-aturan tersebut di buat   tentunya   adalah   untuk   melindungi 

manusia sebagai subyek hukum. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa 

dibuatnya hukum salah satu tujuannya adalah untuk melindungi 

kepentingan- kepentingan manusia yang berbeda-beda. Apabila kita 

mencermati mengenai hukum perlindungan tenaga kerja di Indonesia, maka 

kita dapat melihat bahwa sifat perlindungan hukum tenaga kerja di 

Indonesia adalah bersifat Preventif dan Represif. Dikatakan bersifat preventif 

karena undang-undang tersebut mengatur hal-hal yang belum tentu terjadi, 

namun telah diatur sebagai tindakan pencegahan agar apabila dikemudian 

hari terjadi hal yang dikhawatirkan tersebut, maka telah ada pedoman atau 

aturan mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Sifat 

perlindungan tenaga kerja yang bersifat preventif adalah aturan-aturan 

mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3). Seperti aturan tentang 

keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan higiene perusahaan yang merujuk 

kepada Undang Undang No. 14 Tahun 1969, Undang Undang No.12 Tahun 

1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 dan Undang Undang No. 1 Tahun 

1970. (Goenawan Oetomo, 2006). 

Kecelakaan kerja merupakan suatu keadaan yang jelas tidak 

dikehendaki dan seringsekali tidak terduga, semua yang dapat menimbulkan 

kerugian baik waktu, harta benda maupun korban jiwa yang terjadi 

dalam suatu proses kerja industri (Tarwaka, 2012). Tingginya angka 

kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingginya beban kerja, 
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besarnya kapasitas kerja, tidak terkendalinya lingkungan kerja (Barlas & Izci, 

2018). Dengan faktor tersebut dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang 

tingkat kecelakaan kerjanya tinggi belum menerapkan program keselamatan 

dan kesehatan kerja lingkungan kerja secara maksimal. 

Berdasarkan penjelasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada 

sektor mineral dan batubara masih terdapat adanya kecelakaan kerja. Pada 

industri sektor mineral dan batubara di Indonesia keselamatan dan 

kesehatan kerja sudah diimplementasikan tetapi belum diterapkan dengan 

benar, artinya belum secara maksimal menerapkan program keselamatan 

dan kesehatan kerja lingkungan kerja. 

Terkait dengan program keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan 

kerja terdapat beberapa penelitian tentang kebijakan keselamatan yang harus 

memiliki sikap kerja yang positif terutama komitmen organisasi. Untuk 

menciptakan iklim keselamatan yang positif dan budaya pencegahan resiko 

dengan menekankan komitmen manajemen terhadapat program 

perlindungan keselamatan pekerja serta perusahaan harus menetapkan 

kebijakan keselamatan pekerja yang mencakup pelatihan (Hadjimanolis & 

Boustras, 2013; Astuti, 2010; Huda, Sukmawati & Sumertajaya, 2016; 

Prasuad, Hartoyo  & Subiharto, 2017). Yaitu: 

1. Implementasi Undang Undang K3 pada perusahaan. 

Setiap Perusahaan dalam mengimplementasikan Undang-Undang 

Keselamatan dan kesehatan kerja, membuat program kerja berupa 

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja lingkungan perusahaan 

dimana setiap perusahaan wajib membuat panitia Pembina 

keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) yang ditetapkan oleh Dinas 

Tenaga Kerja Setempat, sebagaimana diamanatkan dari peraturan 

pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja. Dimana tugas panitia pembina 

keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) memberikan saran dan 

pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada perusahaan 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.  

Selanjutnya tugas lain panitia pembina keselamatan dan kesehatan 

kerja (P2K3) yang lain untuk mengembangkan kerjasama saling 
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pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan 

kesehatan kerja. Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja 

(P2K3) lain selalu berupaya untuk memberikan pengetahuan kepada 

segenap pekerja mengenai pengembangan program dan prosedur 

mengendalikan resiko.  

Dalam perusahaan panitia pembina keselamtan dan kesehatan kerja 

(P2K3) tidak saja berperan sebagai badan pembantu ditempat kerja 

yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja di 

perusahaan. Panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) 

juga harus memperkuat job description koordinasi pengembangan 

program dan prosedur mengendalikan resiko walaupun penekanannya 

kedepan fokus pada koordinasi pengendalian. Hal tersebut 

dikarenakan efisiensi fungsi koordinasi pengendalian akan sangat 

bergantung dan terkait dengan keberhasilan perencanaan dan 

pemanfaatan lingkungan kerja. 

2. Implementasi Nilai Ketaatan Hukum pada Pekerja. 

Terkait dengan program keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan 

kerja terdapat beberapa penelitian tentang kebijakan keselamatan yang 

harus memiliki sikap kerja yang positif terutama komitmen organisasi. 

Untuk menciptakan iklim keselamatan yang positif dan budaya 

pencegahan resiko dengan menekankan komitmen manajemen 

terhadap program perlindungan keselamatan pekerja serta perusahaan 

harus menetapkan kebijakan keselamatan pekerja yang mencakup 

pelatihan (Hadjimanolis & Boustras, 2013; Astuti, 2010; Huda, 

Sukmawati & Sumertajaya, 2016; Prasuad, Hartoyo & Subiharto, 2017). 

Selanjunya Topobroto, 2002 menyatakan bahwa yang menyebabkan 

terjadinya kecelakaan kerja yaitu tidak adanya kesadaran pekerja, 

perilaku pekerja, dan sikap pekerja untuk menanamkan budaya 

keselamatan dan kesehatan kerja. Hal yang berbeda disampaikan oleh 

Putri, 2013 bahwa yang menyebabkan kecelakaan kerja adalah 

kurangnya pemahaman pekerja mengenai pentingnya keselamatan dan 

kesehatan kerja.  

Dari beberapa penelitian yang terkait dengan program keselamatan 
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dan kesehatan kerja di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian-

penelitian tersebut menekankan pada perencanaan, evaluasi 

keselamatan dan kesehatan kerja tapi belum melihat aspek 

pengetahuan dan pilihan dari suatu implementasi program. Oleh 

karenanya, penelitian mengenai implementasi program pada 

perusahaan masih membuka ruang alternatif untuk kajian-kajian 

sejenis, seperti kajian mengenai implementasi program keselamatan 

dan kesehatan kerja lingkungan kerja di industri sektor mineral dan 

batubara. Untuk itu penelitian mengenai implementasi program 

keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja di perusahaan 

pertambangan masih ada ruang untuk dilakukan penelitian mengenai 

pengetahuan pekerja dan pilihan implementasi program. 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Program keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja di 

implementasikan oleh perusahaan. Meskipun suatu program keselamatan 

dan kesehatan kerja lingkungan kerja telah didesain sebaik mungkin, 

sehingga implementasinya di perusahaan akan sesuai dengan tujuan 

pengembangan perusahaan tetapi sekaligus juga akan memperkuat pilihan-

pilihan dominan yang ada di perusahaan. Tetapi angka kecelakaan kerja 

masih tinggi, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran tiap-

tiap tenaga kerja. 

B. Saran 

Peningkatkan pengetahuan tenaga kerja dan membudayakan K3 di lingkungan 

pekerja merupak hal penting dalam meningkatkan kesadaran hukum maupun 

keselamatan, Kesehatan dan keamanan tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan 

untuk mendapat kepastian penyebab tingginya angka kecelakaan dapat 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI NILAI KETAATAN HUKUM DALAM 

KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHARI-HARI 

*Martin Elvis 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, tentu ada peraturan-peraturan 

dan hukum yang menjaga ketertiban umum dan perlindungan demi 

tercapainya kehidupan yang tentram bagi masyarakat. Salle mengatakan, 

fungsi hukum dalam arti Law as a tool of Social Control, adalah fungsi hukum 

sebagai alat atau sarana pengawasan dalam tertib kehidupan sosial 

masyarakat. Pada tiap-tiap lingkungan masyarakat tidak ada jaminan segenap 

unsur manusianya baik, ada saja yang melakukan tindakan penyimpangan 

yang bertentangan dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakatnya, antara 

lain pelanggaran hukum, sehingga diperlukan adanya pengawasan atau 

control hukum untuk pemulihan dan pencegahan meluasnya prilaku 

penyimpangan. 

Fenomena yang paling umum terlihat dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari adalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kelihatannya sepele, 

namum, memakan banyak korban jiwa. Hal yang menjadi sorotan adalah 

bukan hanya jenis pelanggaran dan hukumannya, namun juga tidak kalah 

penting adalah apakah ada nilai ketaatan hukum di dalam masyarakat, 

sehingga menaati lalu lintas bukan karena adanya polisi yang menjaga atau ada 

hukumannya, melainkan karena kesadaran akan nilai ketaatan hukum yang 

telah tertanam dalam hati dan jiwa masyarakat. 

Dalam membahas tentang hukum dan nilai-nilai yang ada di dalam 

masyarakat, Marzuki mengutip Roscoe Pound yang mempertanyakan, apakah 

dalam memberi keputusan, pengadilan telah mempertimbangkan nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat dan pandangan-pandangan mengenai 

kelayakan atau kepantasan yang berkembang dalam masyarakat sehingga 

putusannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Dengan demikian amatlah 

penting untuk menanamkan nilai ketaatan hukum dalam kehidupan 

masyarakat, sehingga terciptanya budaya ketaatan hukum. 
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Tema pembahasan yang dipilih adalah: “Implementasi Nilai Ketaatan 

Hukum dalam Masyarakat Sehari-hari.” Melalui tema ini, penulis hendak 

membahas implementasi nilai ketaatan hukum dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari yang nyata terjadi, bukan hanya sekadar pembahasan teori. Oleh 

sebab itu akan disertakan contoh kasus bagaimana mengimplementasikan 

nilai ketaatan hukum terhadap para supir Bajaj yang telah melanggar rambu-

rambu lalu lintas, hingga memakan korban jiwa. 

 

II. PEMBAHASAN 

Pasal 28J UUD NRI 1945 ayat (2) menjelaskan, dalam menjalankan hak 

dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis.  

Topik yang dibahas adalah pelanggaran rambu lalu lintas yang 

dilakukan oleh para supir Bajaj di Jalan K.H. Zainul Arifin, Jakarta Pusat. 

Pelanggarannya adalah mengambil jalan yang berlawanan arah untuk 

mencapai lokasi tempat “mangkal” Bajaj. Kasus ini sering terjadi, bahkan 

memakan korban jiwa. Ada 2 ibu-ibu ditabrak Bajaj sampai meninggal dunia. 

Ironisnya ada seorang ibu setelah ditabrak, dibawa ke wilayah Grogol 

(Jakarta Barat), dan meninggal di dalam Bajaj, di tinggalkan begitu saja oleh 

supir Bajaj. Peristiwa terjadi pada tanggal 14 September 2005. Korban: Ibu 

Kwan Neng Tie, umur 78 tahun, tewas menggenaskan, bagian kepala, tangan 

serta kaki terluka sekitar pukul 19.30 WIB, baru ditemukan keesokan harinya 

di dalam Bajaj yang terparkir di jalan Susilo Raya, Jakarta Barat.  

Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah menanamkan nilai ketaatan 

hukum sebagai berikut: 

1. Membaca budaya (Supir Bajaj) berdasarkan pengamatan di lapangan: 

a) Supir Bajaj sering melanggar lalu lintas, mengendarai Bajaj berlawanan 

arah, meskipun ada tanda larangan tidak boleh lewat.  
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b)  Supir Bajaj sering bersaing dengan  sesama supir untuk mendapatkan 

penumpang, ini terlihat dari antrian Bajaj, sehingga mereka berusaha 

untuk mengambil jalan pintas, yaitu tidak memutar jalan sesuai tata 

tertib lalu lintas.  

c)  Bajaj adalah kendaraan yang sudah tua umurnya, sering kali 

didapati Bajaj tersebut sebenarnya sudah tidak laik jalan, misalnya 

rem kurang baik, lampu depan tidak menyala, sehingga pada malam 

hari tidak terlihat dengan jelas, dan lain sebagainya.  

d)  Supir Bajaj mengakibatkan kecelakaan bahkan kematian akibat tidak 

memperhatikan lalu lintas, mengendarai Bajaj terlalu kencang, 

berbelok arah semaunya.  

e)  Di Jalan K.H. Zainul Arifin sudah ada dua orang tua yang meninggal 

akibat ditabrak Bajaj. Keduanya ditabrak saat menyebrang jalan pada 

waktu yang berbeda. Bahkan ada satu orang tua yang setelah 

ditabrak, dibawa bersama Bajaj ke daerah sekitar Grogol, Jakarta 

Barat dalam keadaan terluka parah oleh supirnya, kemudian 

ditinggalkan begitu saja di dalam Bajaj hingga pagi hari, sehingga 

nyawanya tidak tertolong.  

f)  Dari sisi Sosial: Banyak supir Bajaj yang melakukan pelanggaran, 

termasuk kendaraan seperti motor pun juga sering melanggar 

peraturan lalu lintas.  

g)  Dari sisi perilaku (Behaviour): Sudah terbiasa dan menganggap itu 

tidak salah. h) Dari sisi Hukum: Polisi lalu lintas tidak secara 

konsisten memberikan peringatan atau tilang. 

 

2. Menanggapi 

Kita tidak boleh berdiam diri saja, melainkan harus ada tindakan yang 

kita ambil ketika melihat di depan mata ada pelanggaran hukum, yang 

membutuhkan perbaikan atau perubahan. Kita mempunyai mandat budaya, 

ikut berkontribusi menanamkan nilai ketaatan hukum. Melakukan 

pendekatan, yang dilakukan secara personal (face to face) karena menurut 

Helmut Gollwitzer: “cara-cara berbicara partikular dan konkret lebih baik daripada 
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yang umum dan abstrak; lebih lanjut, cara berbicara yang bersifat personal lebih baik 

dipilih daripada yang tidak personal.” 

 

3. Implementasi Nilai Ketaatan Hukum 

Reinforcement positif ini dilakukan dengan: a) Memanggil para supir Bajaj 

yang melakukan pelanggaran lalu lintas, lalu diajak berbicara secara 

face to face. b) Memberikan fakta data kecelakaan, serta keterlibatan 

supir Bajaj di dalamnya. c) Mengajak pihak berwajib, dalam hal ini pihak 

kepolisian untuk mendukung dengan memperlihatkan foto-foto 

dukungan polisi supaya para supir Bajaj taat lalu lintas. d) Mengajak 

para supir Bajaj untuk berkomitmen dan menempelkan sticker: “Saya Taat 

Lalu Lintas” di kendaraan Bajaj-nya, sehingga dapat selalu diingat 

berulang-ulang sesuai dengan Hukum Behaviour. e) Menjelaskan makna 

dan tujuan. 

 

4. Hasil Percakapan dan Respons para Supir Bajaj: 

a) Polisi lalu lintas secara struktur sosial sangat berpengaruh untuk 

penegakan peraturan lalu lintas. Ini dapat terlihat dari hasil percakapan 

dengan para supir Bajaj. Pada dasarnya mereka mau berubah, dengan 

reinforcement yang positif dan pendekatan yang persuasif serta dialog 

yang membangun scheme baru. b) Tidak terlihat adanya penolakan dari 

supir Bajaj ketika diajak dialog, mereka malah mendukung dan 

mengatakan: “ya, mestinya begitu pak, biar tertib dan baik”. c) Terus 

terang hal ini yang menjadi pengakuan penulis: Sebelum mengadakan 

percakapan dengan para supir Bajaj, sudah ada prasangka negatif 

terhadap mereka, hal ini disebabkan ada dua orang yang meninggal 

karena ditabrak Bajaj. Ternyata setelah diadakan dialog, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa penulis sendiri perlu membangun scheme 

baru, yaitu tidak semua supir Bajaj ugal-ugalan dan tidak mau taat 

hukum, ada faktor lain yang juga turut menentukan dan membuat mereka 

terpaksa melanggar peraturan lalu lintas. d) Dari hasil implementasi, 

peranan penegak hukum, dalam hal ini polisi lalu lintas sangat penting, 

supaya mereka juga mau mengerti kondisi supir Bajaj dan mau 
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membukakan sedikit jalan untuk Bajaj agar bisa lewat pada putaran U-

Turn yang biasa mereka tutup, serta tidak mendiamkan pelanggaran, 

tetapi melaksanakan peraturan dengan konsisten. 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Melalui implementasi nilai ketaatan hukum yang telah diuraikan di atas, 

dapat disimpulkan: Penulis, para supir Bajaj dan polisi lalu lintas perlu 

berubah dalam paradigma berpikir. Dialog dengan para supir dapat 

membukakan wawasan dan menanamkan nilai ketaatan hukum, mereka 

bersedia menaati hukum dan menempelkan stiker dengan tulisan “Saya Taat 

Lalu Lintas” di Bajaj sebagai komitmen.  

B. Saran 

Implementasi nilai ketaatan hukum diharapkan dapat kita terapkan 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada aspek-aspek lainnya sesuai 

dengan fungsi dan peran masing-masing di masyarakat. 
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BAB V 

MEMBANGUN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM 

MASYARAKAT 

*Rr. Ajeng Hapsari Nastiti 

 

I. PENDAHULUAN 

embentukan masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan cita-

cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang 

berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang 

menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama 

lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu 

yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus 

diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal 

tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan 

masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah 

negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi 

hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, 

sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan 

mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum 

secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi 

seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.  

 

II. PEMBAHASAN 

Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu 

sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan 

masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola- pola perilaku atau 

tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku 

yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat 

menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga 

pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan 

sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat 

sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena 

adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman 

P 
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(standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum 

sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum. 

Seringkali dua istilah tersebut dicampuradukkan pemaknaannya, yakni 

antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, akan tetapi menurut Achmad 

Ali, menyatakan bahwa meskipun kedua hal itu itu sangat erat hubungannya, 

namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan 

efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat. 

Lanjut Achmad Ali, bahwa kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat 

belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu 

peraturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa 

mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak 

melakukan pencurian jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak, misalnya 

kalau ia tidak mencuri maka anak satu-satunya yang ia sangat sayangi yang 

dalam keadaan sakit keras akan meninggal karena ada biaya pengobatannya. 

Menurut mazhab historis satu-satunya sumber hukum adalah kesadaran 

hukum suatu bangsa. Kesadaran hukum merupakan pandangan hidup dalam 

masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan 

pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut 

akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, yaitu: a. 

Agama; b. Ekonomi; c. Politik, dan sebagainya. 

Menurut Paul Scholten, bahwa kesadaran hukum merupakan suatu 

kategori, yaitu pengertian yang aprioristis umum tertentu dalam hidup 

kejiwaan kita yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan 

kebatilan (tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar atau tidak benar, 

baik dan buruk. 

Kalau keadaan berjalan normal menurut hukum, tidak banyak terjadi 

pelanggaran atau kejahatan, orang tidak akan mempermasalahkan tentang 

kesadaran hukum. Mungkin orang berpendapat bahwa sudah selayaknya 

bahwa hukum harus dilaksanakan, dan tidak melanggar hukum. Tetapi kalau 

banyak terjadi perampokan, pembunuhan, korupsi dan pelanggaran- 

pelanggaran hukum lainnya, maka barulah orang ramai mempermasalahkan 

tentang ada tidaknya atau tinggi rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena 

itu, kesadaran hukum terutama adalah kesadaran tentang kebatilan atau 
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kesadaran tentang hukum. 

Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman 

(standard) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. 

Namun demikian masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tujuan dari 

hukum tersebut, maka timbul ketidak sadaran dan ketidak taatan hukum. 

Hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dan 

tujuan tertentu. Pada umumnya manusia adalah mahluk berbudaya, memiliki 

pola pikir dalam menghargai kebudayaannya. 

Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat 

pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat 

dilihat dengan: 

1. Stabilitas, 

2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam 

masyarakat, 

3. Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma- norma, 

4. Jalinan antar institusi. 

 

Beberapa faktor yang mempengarui masyarakat tidak sadar akan 

pentingnya hukum adalah: 

1. Adanya ketidak pastian hukum,  

2. Peraturan-peraturan bersifat statis, 

3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan 

yang berlaku. 

 

Berlawanan dengan faktor-faktor di atas salah satu menjadi fokus 

pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah: 

1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan 

lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi, 

2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum 

sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan, 

3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar 

permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan 

mereka, tetapi juga apa mereka lakukan. 
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Menurut Soerjono Seokanto dalam Ahmad Ali, mengemukakan bahwa 

paling ada empat unsur kesadaran hukum, yaitu:  Pengetahuan tentang 

hukum; 2. Pengetahuan tentang isi hukum; 3. Sikap hukum; 4. Pola prilaku 

hukum.  

Oleh karena itu untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka 

tentu pandangan tersebut di atas dapat menjadi parameter dalam penegakan 

hukum. Artinya, bahwa kalau masyarakat sudah mempunyai pengetahuan 

hukum yang baik pasti akan berpikir seribu kali jika akan melakukan suatu 

pelanggaran hukum, ia pasti mempunyai sikap yang koperatif serta 

berperilaku sesuai dengan aturan main tanpa melanggar baik etika maupun 

hukum.   

Ketaatan Hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran 

hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang 

baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan 

sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai 

hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan 

ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar 

mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut 

tercermin dua macam kesadaran, yaitu: 

1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan 

hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang 

disadari atau dipahami; 

2. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud 

menentang hukum atau melanggar hukum. 
 

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, 

hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainya, struktur hukum 

pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak di atas komitmen. 

Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk 

karakteristik masyarakat. Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum 

tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan 

timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial 
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manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi- sanksi sosial yang 

berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah 

berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan. Ketaatan 

sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan 

L. Pospisil (1971) dalam buku Achmad Ali, S.H. menguak Teori Hukum (Legal 

Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi 

Undang-undang (legisprudence): 

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, 

karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. 

2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi 

rusak. 

3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaiutu jika seseorang menaati suatu 

aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-

nilai intristik yang dianutnya. 

 

III. PENUTUP 

Jika diurai dari Sudut pandang filsafat tentang ketaatan terhadap 

hukum, maka alasan-alasan mengapa masyarakat tidak menaatai hukum 

atau mentaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam 

masyarakat. Mengapa orang mentaati hukum? Konsep Hermeneutika 

menjawabnya bahwa tidak lain, karena hukum secara esensial bersifat relegius 

atau alami dan karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan. 
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BAB VI 

IMPLEMENTASI NILAI KETAATAN HUKUM DALAM 

MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KEDISIPLINAN 

*Aini Zakiyah 

 

I. PENDAHULUAN 

ukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup.  Setiap orang 

wajib bertindak dan bertingkah laku sesuai  dengan aturan hukum, 

sehingga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat itu tetap terpelihara 

dengan baik.  

Nilai ketaatan hukum mengandung makna bahwa setiap warga negara 

tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun 

binatang.  Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang?, karena 

ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para 

pengunjung.  Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan 

binatang, tentu saja tidak aka nada orang yang berani masuk ke kebun 

binatang.  Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan 

aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas 

tersebut.  

Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas, 

agar kehidupan manusia aman dan damai.  Kita dapat membayangkan jika 

seandainya di negara kita ini tidak ada hukum.  Dapat kita perkirakan 

kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi 

sampai pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Sebagai 

contoh, dalam kehidupan sehari-hari apabila tidak ada peraturan lalu lintas, 

kita tidak akan memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan 

bermotor akan berjalan, di sebelah kiri ataukah di sebelah kanan.  Pada saat 

lampu menyala merah apakah pengendaran akan berhenti atau jalan?.  Dengan 

adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus 

berjalan di sebelah kiri.  Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka 

semua kenderaan harus berhenti.  Arus lalu lintas menjadi tertib dan 

keselamatan orang pun dapat terjamin.   

H 
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Ketaatan pada hukum tidak hanya terwujud pada ketaatan hukum yang 

ada di dalam masyarakat saja, tetapi juga terwujud dalam instansi-instansi 

termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Lingkungan sekolah tidak 

terlepas dari aturan-aturan yang harus berlaku agar lingkungan sekolah dapat 

tertib dan aman, dimana aturan-aturan tersebut sebahagian besar sudah 

tertulis.   Aturan tersebut  harus ditaati sepenuhnya, kalau ada yang melanggar 

akan mendapatkan sanksi yang tegas.  

Perlu kita ketahui bahwa sifat aturan hukum itu adalah mengatur dan 

memaksa, dan karakteristik dari aturan hukum itu adalah adanya perintah atau 

larangan, dimana perintah atau larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. 

Esai ini di buat oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui 

implementasi nilai ketaatan hukum guna memelihara dan meningkatkan 

kedisiplinan peserta didik pada SMA negeri 8 Takengon Unggul di mana pada 

SMA Negeri 8 Takengon Unggul sudah memiliki bentuk-bentuk aturan tata 

tertib peserta didik di sekolah yang sebagian besar sudah dalam bentuk tertulis, 

yang juga disertai dengan pemberian sanksi bagi peserta didik yang melanggar 

aturan tata tertib sekolah di SMA Negeri 8 Takengon Unggul. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Bentuk-bentuk aturan tata tertib di sekolah       

Hampir setiap hari peserta didik akan berinteraksi dengan guru dan 

teman-teman di sekolah. Tempat ini merupakan sebuah sarana untuk 

membentuk kepribadian secara lebih lanjut. Peserta didik juga akan menemui 

banyak sekali aturan yang harus ditaati. Ketika ada pelanggaran, maka mereka 

harus siap menerima konsekuensinya. 

Adapun bentuk-bentuk aturan tata tertib sekolah yang ada di SMA Negeri 

8 Takengon Unggul di antaranya adalah: 

- Datang dan pulang sekolah sesuai dengan ketentuan yang sudah 

diberikan. 

- Menggunakan pakaian serta atribut yang sudah ditentukan oleh 

pihak sekolah, dan sesuai hari yang sudah ditentukan oleh pihak 

sekolah. 
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- Mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan tepat 

waktu. 

- Memperhatikan guru yang berbicara di depan kelas. 

- Tidak membuat gaduh atau keributan selama pelajaran berlangsung. 

- Menghormati seluruh warga sekolah. 

- Mengikuti seluruh kegiatan wajib yang diadakan di sekolah. 

- Menjaga nama baik sekolah. 

- Tidak mengikuti tawuran antar pelajar. 

- Tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, rokok, hingga narkoba. 

- Mewajibkan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 

- Membuang sampah pada tempatnya. 

- Tidak merusak tanaman terutama di lingkungan sekolah. 

 

B. Bentuk sanksi yang diberikan        

Berhubung karena peraturan tata tertib sekolah tersebut harus di taati, 

sesuai dengan sifat dari hukum yaitu mengatur dan memaksa, maka apabila 

peraturan tata tertib sekolah di atas di langgar, maka akan di kenakan sanksi 

bagi barang siapa yang melanggarnya. 

Sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah pada SMA Negeri 8 Takengon 

Unggul bersifat mendidik, bukan bentuk hukuman atau pemberian sebuah 

konsekwensi, tetapi berupa  tindakan dimana peserta didiknya akan di panggil 

dan akan ditanyakan tentang penyebab peserta didik tersebut melakukan 

pelanggaran tersebut, setelah memperoleh jawaban dari peserta didik tentang 

penyebab peserta didik tersebut melakukan pelanggaran tersebut, pihak 

sekolah akan meminta peserta didik tersebut untuk mencari solusi bagi dirinya 

bagaimana cara supaya peserta didik tersebut tidak melakukan pelanggaran 

yang sama tetapi dengan tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Misalnya: 

apabila ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan 

rumah dengan tepat waktu, sementara pada saat itu peserta didik itu harus 

mempresentasikan tugasnya tersebut di depan kelas,  pendidik disini dapat 

menanyakan alasan peserta didik tersebut tidak mengerjakan tugas tersebut, 

dan memberikan pernyataan bahwa “semua orang pasti pernah berbuat salah”,  

untuk sementara meminta peserta didik tersebut untuk memikirkan alasannya 
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sambil tetap membuat kembali tugasnya, dan meminta peserta didik tersebut 

untuk menemuinya sesudah teman-teman lainnya selesai mempresentasikan 

tugasnya di depan kelas.  

Setelah teman-temanya selesai melaksanakan presentasi di depan kelas, 

pendidik dapat memanggil dan duduk berdua saja dengan peserta didik 

tersebut, yang paling utama yang harus ditanyakan pendidik adalah mengapa 

peserta didik tersebut dipanggil, selanjutnya pendidik menanyakan ketika 

tugas diberikan apa komitmen ataupun kesepakatan yang sudah disepakati 

bersama, yang ternyata alasan dari peserta didik tersebut tidak mengerjakan 

tugasnya adalah karena ada kegiatan lainnya yang harus diselesaikannya 

ketika pulang sekolah.  

Pendidik dapat mengarahkan pertanyaan kepada peserta didik tersebut, 

kalau ternyata sepulang sekolah ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan, jadi 

bagaimana caranya menurut peserta didik tersebut agar tugas atau pekerjaan 

rumahnya dapat diselesaikan, dan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik 

tersebut.  Peserta didik memberikan jawaban bahwa tugasnya dapat dikerjakan 

segera setelah pulang sekolah, baru kemudian dia dapat mengerjakan tugas -

tugas lainnya. 

Pendidik mengarahkan peserta didiknya agar tetap mengerjakan tugas 

yang belum dikerjakannya agar dapat dipresentasikan pada pertemuan 

selanjutnya.  Selanjutnya meminta peserta didik untuk membuat perjanjian 

agar ke depannya selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu. 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan  

Nilai ketaatan hukum mengandung makna bahwa setiap warga negara 

tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku.  

B. Saran 

Pendidik dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, 

disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya 

bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau 

menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang 

menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. 
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BAB VII 

IMPLEMETASI NILAI DEMOKRASI DALAM MENEGAKKAN 

SUPERMASI HUKUM 

* Ahmad Yani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 | Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Demokrasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Demokrasi│43  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 | Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Demokrasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Demokrasi│45  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 | Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Demokrasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Demokrasi│47  
 

BAB VIII 

SILATURAHMI SEBAGAI DASAR NILAI   DEMOKRASI 

*Aries Widya Gunawan 

 

I. PENDAHULUAN 

icara demokrasi tidak akan terlepas dari makna kata silaturahmi. 

Silaturahmi  merupakan inti dari ajaran Islam yang sudah akrab dalam 

mind-set masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, dan melalui 

silaturahmi diharapkan dapat mempercepat proses demokrasi, sehingga 

selanjutnya dapat tercipta suatu masyarakat yang partisipatif dalam 

pembangunan, terutamanya pembangunan kualitas kehidupan beragama. 

Demokrasi secara umum berasal dari Barat, sedangkan silaturahmi 

bersumber dari Islam, maka perlu penggalian mendalam mengenai norma-

norma positif demokrasi dalam perspektif silaturahmi sendiri. Hal ini 

merupakan sebuah keharusan, mengingat tidak semua norma-norma 

demokrasi dapat diterapkan di semua tempat. Hasil penggalian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai nilai-nilai demokrasi dan sebagai nilai-nilai dasar 

pembangunan yang partisipatif yang khas Indonesia dengan warna Islam. 

Maka hal hal apa saja yang terkandung dalam silaturahmi menjadi dasar 

dalam nilai nilai demokrasi sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi 

pembangunan yang partisipatif ? 

 

II. PEMBAHASAN 

Peningkatan kualitas kehidupan beragama salah satunya silaturahmi 

merupakan salah satu upaya pembangunan pemerintah untuk memenuhi hak 

dasar rakyat dalam menjalankan kehidupan beragama. Hak dasar tersebut 

diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XI, Pasal 29, ayat 1 dan 2 

yang mengamanatkan bahwa: ”Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa” dan ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan 

kepercayaannya itu.” 

 

 

B 
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A. Nilai-nilai Demokrasi dalam Perspektif Silaturahmi 

Perspektif silaturahmi terhadap dimensi sosial-psikologis ini 

menghasilkan  nilai-nilai baru, yang dapat dirinci sebagai berikut : 

(1) Relasi kooperatif di atas relasi kompetitif 

 Kompetisi sesungguhnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah 

sistem demokrasi, tapi, demokrasi juga menghendaki kepribadian 

yang toleran, kooperatif, sadar akan resiprositas, dan harus 

berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam perspektif silaturahmI, 

terutama nilai ta’awun, ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat 

dalam kompetisi perlu memiliki visi kerja sama (kooperatif) sebagai 

bukti tanggung jawab terhadap rakyat. Dengan visi kooperatif, 

perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak bukan 

menjadi sumber kerawanan sosial, melainkan menjadi sumber energi 

untuk menjadikan sebuah negara bernilai lebih. 

(2) Kritik yang santun 

 Pada negara demokratis, diakui bahwa setiap orang sangat mungkin 

melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kritik di dalam negara 

demokratis mendapat porsi tersendiri. Secara psikologis, kritik 

merupakan implikasi dari keterbukaan pemikiran dan tanggung 

jawab publik terhadap keberadaan negara. Sementara secara sosial, 

kritik merupakan konsekuensi dari keterbukaan akses informasi. tidak 

semua kritik dapat mengubah perilaku dan kebijakan yang 

menyimpang. Mereka yang terlibat pada penyelenggaraan negara 

adalah manusia juga. Sebagai manusia biasa, mereka mempunyai 

perasaan. Oleh karena itu, kritik perlu disampaikan secara santun. 

Santun disini bisa berarti ketepatan waktu, tempat, dan cara. Kritik 

yang santun kerap menumbuhkan simpati. Kritik yang kasar 

menimbulkan antipati. 

(3) Berpikiran positif (khusnudzan) 

 Pada umumnya, kegiatan berpikir hanya menggunakan rasio, seperti 

dalam berpikir induktif, deduktif, evaluatif, dan berpikir analogis. 

Akan tetapi, ada saat-saat tertentu ketika orang berpikir dengan 

melibatkan perasaan secara dominan. Maka ada istilah berpikir positif 
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(positive thinking) dan berpikir negatif (negative thinking). 

 Berdemokrasi bukanlah berpolitik tanpa perasaan nurani. Dimensi 

sosial psikologis demokrasi adalah keterbukaan terhadap akses 

informasi dan open-mindedneess (keterbukaan pemikiran). Sementara 

itu, dalam silaturahmi terdapat nilai ta’aruf, taalluf dan ukhuwwah. 

Maka, berdemokrasi perlu menggunakan pola berpikir positif. 

“Positive thinking leads to positive action” (Susan Curtis: 1988). 

(4) Think Win-Win dan Fair (Adil) 

 Bila berpolitik hanya dianggap sebagai kompetisi, maka falsafah yang 

berlakunya adalah win/lose (kalah/menang). Dalam falsafah ini, satu 

pihak berusaha mengalahkan pihak lain, karena pihak lain adalah 

musuh. Misi falsafah win/lose adalah berusaha memperoleh 

keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menguras habis energi 

lawan. 

 Dengan perspektif silaturahmi (ta’aruf dan taalluf), ini berarti bahwa 

kedua belah pihak perlu berfalsafah win/win. Win/win adalah 

kerangka pikir dengan hati yang selalu berusaha memperoleh 

keuntungan bersama dalam semua interaksi manusia, semua pihak 

merasa enak dengan keputusan dan merasa terlibat dalam rencana, 

maka hal ini menunjukkan kondisi yang Fair (adil). 

 Dalam perspektif silaturahmi (ta’aruf, taalluf, taushiyah, dan 

ukuhuwah), sikap sportif berarti adil (fair). Dalam ayat Al-Qur`an 

disebutkan, “Apabila kalian berkata, maka bersikap adillah, sekalipun 

kepada kaum kerabat” (QS. 6:152). Secara sepintas, kritik terhadap 

partai sendiri atau eksekutif yang berasal dari partai sendiri, terkesan 

menunjukkan ketidakkompakan di tubuh partai. Tetapi, bila 

direnungkan lebih mendalam, hal ini akan menambah simpati publik, 

dan ini berarti tabungan politik demi eksistensi partai di masa depan. 

(5) Take and give 

 Nilai demokrasi menghendaki agar masing-masing pihak berani 

melontarkan kritik yang merupakan wujud tanggung jawab dan 

keterbukaan pemikiran. Dalam perspektif silaturahmi, terdapat nilai 

taushiyah, yang berarti bahwa nasihat- menasehati harus dilakukan 
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secara musyawarah atau timbal-balik. Disinilah letak pentingnya 

memiliki kesadaran take and give. 

(6) Solidaritas 

 Secara sosiologis, menduduki jabatan publik, baik sebagai eksekutif, 

legislatif, maupun menduduki jabatan lainnya merupakan suatu posisi 

yang terhormat. Secara ekonomis, posisi tersebut menjanjikan secara 

finansial. Namun demikian, tidak jarang, kekayaan para pejabat ini 

melimpah secara tidak wajar. Ketidakwajaran ini tak jarang di 

samping menimbulkan kecemburuan sosial, juga secara psikologis 

menyebabkan ketidakwibawaan penyelenggara negara di “mata” 

publik, sehingga akuntabilitas publik penyelenggara negara perlu 

diperhitungkan. 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Sebagai simpulan, berjalannya proses silaturahmi antar berbagai 

komponen pembangunan negara dengan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya, diharapkan dapat menjembatani terbentuknya proses demokrasi. 

Dan terciptanya masyarakat demokratis dengan segala nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya dalam perspektif silaturahmi, juga diharapkan dapat 

tercipta suatu pola hidup dan kehidupan baik dalam bernegara, maupun 

dalam setiap aspek pembangunan yang betul-betul partisipatif. Karena, 

partisipasi bisa dijadikan sebagai alat untuk memajukan ideologi atau tujuan-

tujuan pembangunan dan bernegara yang normatif seperti keadilan sosial, 

persamaan hak dan kewajiban, dan juga keadilan dalam demokrasi. 

B. Saran 

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang partisipatif dalam 

berbagai aspek pembangunan termasuk dalam hal bernegara, perlu dimulai 

dari adanya kelapangan dada semua pihak terutama para eksekutif, legislatif 

dan juga para tokoh masyarakat untuk saling memberi kesempatan, saling 

mendengar, dan “duduk bersama-sama” memahami kebutuhan dan 

keinginan bersama menuju kesejahteraan dalam keadilan bersama. 
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BAB IX 

IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI GUNA MENINGKATKAN 

PARTISIPASI  PUBLIK DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN 

DANA DESA 

*Isak Irwan Limbong 

 

 

I. PENDAHULUAN 

alah satu program prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo dalam 

Nawacita, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran” dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam negara kesatuan. Untuk 

mewujudkan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara 

optimal, maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 43 Tahun 2014, serta PP Nomor 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber 

dari APBN ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014, yaitu 

diprioritaskan untuk membiayai  pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

Mengingat jumlah dana desa yang dikucurkan setiap tahunnya kepada 

Pemerintah Desa cukup besar, maka untuk menghindari penyalahgunaan dana 

dan agar penggunaannya tepat sasaran, perlu melibatkan partisipasi aktif 

berbagai pihak untuk ikut mengawal atau mengawasi pengelolannya mulai 

dari tahap perencananan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Bila hal ini 

berjalan baik, tentunya akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam 

implementasi program-program desa.  

Sejalan dengan hal di atas, Molina dan McKeon (2009) dalam Rachmawati 

dan Nasution (2015:135), mengemukakan bahwa seorang administrator publik 

harus memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi, seperti inklusivitas, integritas, 

transparansi, dan akuntabilitas sebagai hal utama yang harus diterapkan dalam 

pelayanan publiknya. Dalam konteks pengelolaan dana desa, maka Pemerintah 

Desa harus mampu memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi di atas, harus 

diimplementasikan dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari 

S 
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tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, sehingga tujuan 

penggunaan dana desa.  

 

II. PEMBAHASAN 

A. Urgensi Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pengelolaan 

Dana Desa 

Meskipun jumlah dana desa yang digelontorkan ke Pemerintah Desa 

sangat besar, namun kualitas pelayanan publik di desa masih belum 

maksimal. Hal tersebut sejalan dengan temuan hasil penelitian 

Sesar,dkk.(2019) di Desa Persiapan Tebing Bulang Timur, Kabupaten Musi 

Banyuasin, di mana pelayanan publik yang dijalankan Pemerintah Desa 

kurang optimal, baik pelayanan administrasi, pelayanan barang, dan 

pelayanan jasa. Penelitian lainnya oleh Widianti (2019) di Desa Bayasari, 

Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, yang menemukan bahwa 

Pemerintah Desa tidak menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat 

secara optimal, khususnya pelayanan administrasi kependudukan. 

Korupsi dana desa merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya 

pelayanan publik yang ada di desa (KPK, 2020). Korupsi tersebut bukan hanya 

muncul oleh nilai alokasi dana desa yang besar bagi setiap desa per tahun, 

melainkan juga karena tidak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan 

akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa (Indonesian Corruption Watch, 

2018). Kemudian minimnya perhatian media nasional terhadap desa, baik 

kedudukan strategis desa dalam pemenangan pemilu daerah, afiliasi kepala 

desa dengan calon kepala daerah tertentu, dan minimnya pengetahuan serta 

pemahaman masyarakat desa (Indonesian Corruption Watch, 2018a). Hal-hal 

tersebut merupakan sebab terjadinya korupsi dana desa. 

Korupsi dana desa setiap tahun mengalami peningkatan. Rata-rata 

setiap tahun terjadi 61 kasus korupsi sektor desa, yang dilakukan oleh 52 

kepala desa dan merugikan keuangan negara mencapai Rp. 256 Miliar. Secara 

keseluruhan korupsi sektor desa yang terjadi selama 2015- 2019 mencapai Rp. 

1,28 Triliun (Alamsyah, et al., 2018; CNN Indonesia, 2019; ICW, 2018). 

Banyaknya kasus korupsi oleh Pemerintah Desa, yang melibatkan Kepala 

Desa dan kerugian negara dalam jumlah besar dari menunjukan rentannya 
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terjadi korupsi dana desa. Banyaknya keterlibatan Kepala Desa sebagai 

pelaku, menunjukkan belum dijalankannya secara optimal Pasal 26 ayat (4) 

huruf f UU Desa oleh Kepala Desa. Di mana Kepala Desa dalam menjalankan 

tugasnya wajib melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang 

akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

 

B. Peningkatan Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana 

Desa Melalui Implementasi Nilai Demokrasi. 

Implementasi nilai demokrasi (transparansi dan akuntabilitas) dalam 

meningkatkan partisipasi public dalam pengawasan pengelolaan dana desa 

dalam dilakukan dengan beberapa upaya sebagai berikut : 

1. Memberikan Kemudahan Akses Informasi 

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

dana desa, Pemerintah Desa wajib memberikan kemudahan akses 

informasi program dan anggaran desa yang memadai bagi seluruh warga 

desa dan stakeholder terkait dengan memfaatkan teknologi informasi, 

misalnya aplikasi berbasis web atau android. Melalui aplikasi ini akan 

memudahkan masyarakat dalam mengawasi jalannya program dan 

anggaran desa di manapun dan kapanpun. Bagi desa-desa yang masih 

terkendala dengan jaringan internet, pemberian informasi program dan 

penggunaan dana desa dapat memanfaatkan media papan informasi yang 

mudah diakses oleh masyarakat. Dengan memberikan kemudahan akses 

informasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam ikut mengawasi pengelolaan dana desa, sehingga dapat tepat 

sasaran dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana desa. 

2. Melibatkan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa (Musdes) 

Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) merupakan salah satu 

tahapan penting dalam pengelolaan dana desa untuk membahas 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes). Dalam forum Musdes ini 

diharapkan adanya pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam 

proses pembahasan program/kegiatan, guna menyampaikan berbagai 

masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan 
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oleh Pemerintah Desa. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam forum 

Musdes ini, diharapkan masyarakat dapat mengawal langsung program 

dan kegiatan desa yang sesuai dengan aspirasi atau kebutuhkan prioritas 

masyarakat. Selain itu akan menumbuhkan partisipasi dan rasa memiliki 

masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan karena mereka terlibat 

langsung dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Lailani (2017), bahwa pelibatan masyarakat secara aktif dalam 

forum Musdes akan sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran 

partisipasi masyarakat, karena masyarakat akan memahami program di 

desanya, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat 

desa (Lailiani, 2017). 

3. Kemudahan Akses Komunikasi Masyarakat Dengan Perangkat Desa 

Kemudahan akses komunikasi masyarakat dengan perangkat desa akan 

berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, 

yaitu meningkatnya motivasi dan peran masyarakat dalam berpartisipasi 

dalam program desa, sehingga masyarakat secara sadar mau 

berpartisipasi, karena mudah mengakses informasi tertentu yang 

dibutuhkan dan memperoleh undangan dari Pemerintah Desa secara 

langsung (Romanus, 2017). 

4. Mengoptimalkan Peran Organisasi Kemasyarakatan Desa. 

  Selain Pemerintah Desa, di desa juga terdapat sejumlah organisasi 

kemasyarakatan, seperti : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 

Kelompok Tani, dan Lembaga Adat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan 

tersebut memiliki pengurus dan anggotanya yang ikut terlibat atau 

partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya pengawasan. 

Sehingga dengan organisasi yang aktif dalam melakukan partisipasi untuk 

perencanaan dan pengawasan tersebut, maka potensi penyalahgunaan 

wewenang dan korupsi dapat dihindari.  

5. Mengoptimalkan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes) 

Bamusdes memiliki peranan penting dalam jalannya Pemerintahan Desa 

sebagai lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi 
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masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Dengan demikian Bamusdes dapat menjadi jembatan penyalur aspirasi 

masyarakat terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bila Bamusdes 

dapat optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi 

jalannya Pemerintahan Desa, maka partisipasi masyarakat dalam 

program desa juga meningkat (Kusmanto, 2013). 

 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi nilai demokrasi (transparansi, akuntabilitas) sangat penting 

dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

pengelolaan dana desa. Hal ini tentunya akan mencegah potensi korupsi dan 

penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa, sehingga akan 

berdampak meningkatkatnya kualitas pelayanan public dan kepercayaan 

public kepada pemerintah desa. meningkatkan kepercayaan public dan 

kualitas pelayanan publik. 

B. Saran 

Adapun upaya meningkatkatkan partisipasi public dalam pengawasan 

pengelolaan dana desa melalui implementasi nilai demokrasi (transparansi dan 

akuntabilitas) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) memberikan 

kemudahan akses informasi; 2) melibatkan masyarakat dalam Musyawarah 

Desa (Musdes); 3) kemudahan akses komunikasi masyarakat dengan perangkat 

desa; 4) mengoptimalkan peran organisasi kemasyarakatan desa; dan 5) 

mengoptimalkan peran Badan Musyawarah Desa (Bamusdes). 
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BAB X 

IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI PADA PELAKSANAAN 

PEMILIHAN KEPALA DESA 

*Iswan Dj. T. Isa 

 

I. PENDAHULUAN 

erlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan 

tonggak penguatan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, di mana 

desa sebagai unit pelaksanaan pemerintahan terendah diberikan kekuatan di 

dalam mengurus dan menggali potensi yang di miliki oleh wilayahnya. Desa 

sebagai wilayah otonom harus dapat mengurus dan melaksanakan 

pemerintahannya sendiri, mulai dari pemilihan kepala desa sampai kepada 

pola penggalian potensi wilayah yang di miliki sebagai bagian pelaksanaan 

kesejahteraan di tingkatan desa. Salah satu upaya untuk membangun kapasitas 

desa adalah dengan peningkatan kualitas aparatur sumber daya pemerintahan 

desanya, yang mana salah satunya kepala desa. 

 Secara umum proses penerapan nilai-nilai demokrasi dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Gorontalo dapat dikatakan 

sudah berjalan dengan baik di mana hal ini dapat dilihat dari proses 

penyelesaian konflik yang di timbulkan dari pelaksanaan pilkades serentak 

yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kepala Desa sebagai pemimpin 

formal di suatu desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat desanya 

sendiri. Sifat demokratis harus ada dan dipertahankan, bukan semata-mata, 

karena sendi- sendi kehidupan demokratis dapat menjamin terselenggaranya 

pembangunan desa, akan tetapi pembangunan desa memerlukan dukungan 

dari masyarakat dan akan berpengaruh besar terhadap proses pelaksanaan 

pembangunan Nasional. 

Menurut Wasistiono (2006:32) tentang pemilihan kepala desa menyatakan 

bahwa apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka 

pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat. Pemilihan kepala desa merupakan 

kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. 

Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung tak sepenuhnya berjalan 

berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang di harapkan, adanya praktek politik 

B 
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uang terjadi menjelang hari H atau hari pemungutan suara. Mereka membagi 

bagikan sejumlah uang atau barang agar pilihan rakyat jatuh kepadanya. Tidak 

jarang seorang kepala desa harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk 

meraih kemenangan dalam pelkades. Ketika demokrasi terpasang dan 

mekanisme check and balance tidak berjalan, politik uang terjadi tanpa koreksi. 

Akibatnya, politik uang menjadi bersifat sistematik, bahkan berkesan sebagai 

fenomenal kultur. Orang yang terlibat dalam praktik ini di paksa pada 

keharusan memilih, terlibat atau tersingkir dari sistem. Mereka yang lebih 

memilih idealisme sangat mungkin tersingkir dari sistem. Artinya mereka akan 

menghadapi kesulitan untuk mendapatkan mata pencaharian atau uang 

tambahan. 

Pada pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Gorontalo yang 

dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2021 khusus untuk Kecamatan Batudaa 

ada 4 Desa yang menggelar pilkades dari 8 Desa yang ada. Ada salah satu desa 

yakni Desa Dunggala sampai 7 Bakal Calon padahal dalam aturan paling 

banyak 5 calon. Akhirnya dilaksanakan seleksi dan terpilih 5 calon kepala desa. 

Demikian pula di desa Iluta diseleksi lagi dan melahirkan 5 calon yakni 

Syamsurizal A. Badu sebagai incumbent, Drs. Amrin Lasena, Sewiran Lanur, 

ST, Siskar H. Kasim, SH dan Rahman Yunus. 

Fenomena banyaknya jumlah calon di Desa-Desa yang menggelar 

pemilihan di Kecamatan Batudaa menjadi persoalan tersendiri. Padahal satu 

desa maksimal calon adalah lima orang. Sisi positifnya hal ini memperlihatkan 

bahwa ada indikasi keberhasilan dalam membangun partisipasi politik dan 

demokrasi pada tataran lokal. 

 

II. PEMBAHASAN 

Fenomena pelaksanaan Pilkades di Indonesia yang sarat akan politik uang 

dan adanya fenomena jumlah calon kepala desa di Kabupaten Gorontalo yang 

banyak merupakan kemunduran proses pelaksanaan Pilkades di Indonesia. Di 

sisi lain animo masyarakat untuk menjadi calon kepala desa berindikasi adanya 

keberhasilan membangun partisipasi politik dan demokrasi pada proses 

pelaksanaan Pilkades. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik biasanya 

mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan 
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diri dalam kegiatan kenegaraan. Demikian pula sebaliknya, tingkat partisipasi 

politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang 

menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan, 

pada penyelenggaraan pilkades di Kabupaten Gorontalo tahun 2021. 

Antusiasme masyarakat khsususnya Desa Iluta Kecamatan Batudaa 

Kabupaten Gorontalo dalam pilkades dapat dikatakan sudah tinggi. Dari total 

jumlah pemilih 1562 orang yang menggunakan hak suaranya 1416 orang. Ini 

menunjukkan partispasi masyarakat yang menggunakan hak suara berkisar 

91%. Namun demikian apakah tingkat partisipasi politik tersebut 

memperlihatkan keberhasilan pembangunan demokrasi dan partisipasi politik 

masyarakat?. Dan apakah potensi konflik pada pilkades tersebut merupakan 

implikasi dari partisipasi poltiik yang tinggi dimasyarakat?.Ini yang perlu kita 

jawab bersama. 

Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi dan menguraikan secara singkat 

praktek demokrasi dalam pemilihan kepala desa Iluta Kecamatan Batudaa 

Kabupaten Gorontalo. Dan juga untuk memberikan masukan bagi pihak terkait 

untuk dapat menghadirkan satu formulasi yang tepat di dalam proses 

pelaksanaan pilkades sehingga dapat mengurangi dampak Konflik yang terjadi 

di tingkat Masyarakat. 

 

A. Proses Pemilihan Kepala Desa 

Proses pemilihan diawali dengan pendaftaran calon kepala desa yang 

dilakukan dengan cara datang kepada panitia pemilihankepala desa di tingkat 

desa dan kecamatan. Lalu dilakukan verifikasi, bila jumlah pendaftar bakal 

calon melebihi ketentuan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan 

(maksimal 5 Bakal Calon kepala Desa) maka akan dilakukan proses seleksi 

bakal calon sehingga jumlah sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan. 

Dalam momentum pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan 

diwilayah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2021 lalu, di beberapa wilayah desa 

terdapat persaingan antar calon, dan masyarakat pendukung yang cukup 

panas, sehingga berkurangnya harmonisasi di tengah-tengah masyarakat yang 

biasanya hidup dengan penuh saling menghargai dan menghormati dalam 

melaksanakan kehidupan bermasyarakatnya. 
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Dalam proses pemilihan kepala desa yang diselenggarakan di Kecamatan 

Batudaa Kabupaten Gorontalo sebanyak 4 desa pada tahun 2021 menyisakan 

berbagai cerita dan peristiwa yang perlu dikaji dan dijadikan evaluasi dalam 

pilkades serentak pada tahun-tahun yang akan datang. Hampir seluruh desa 

yang menyelenggarakan pemilihan diikuti oleh lima pasang calon, hal ini 

berimbas pada tingkat gesekan dan potensi konflik lokal yang sangat tinggi 

ditandai dengan adu jargon, slogan dan visi misi yang terpampang di berbagai 

baliho yang menghiasi hampir di seluruh wilayah desa. Suhu politik masih 

memanas bahkan masih dirasakan pasca pelaksanaan pemilihan kepala desa, 

para simpatisan calon masih terbawa suasana pilkades. Namun demikian 

masyarakat masih sadar akan batasan-batasan dengan tetap saling menghargai 

dan menghormati antar pendukung. Mereka masih tetap bersama- sama 

menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah dari segala dampak negatif yang 

ditimbulkan dari proses pemilihan kepala desa. 

Di dalam pelaksanaan Pilkades memang tidak ditemukan adanya 

perselisihan yang berarti pada pelaksanaan proses pemilihan kepala desa. 

Contohnya saja di Desa Iluta kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo 

walaupun calon kepala desa yang menang hanya selisih satu suara dengan 

calon lainnya yakni sdr. Drs. Amrin Lasena 430 suara dan Siskar H. Kasim, SH 

431 suara (kepala desa terpilih). Tapi tetap berlangsung aman walaupun tak 

bisa dihindari adanya gesekan-gesekan dan diwarnai dengan adu konvoi di 

jalanan desa akan tetapi dapat diredam oleh para tokoh masyarakat. 

Secara umum pemilihan kepala desa dianggap berpotensi menimbulkan 

dan menyisakan permasalahan baik dalam proses pemilihan kepala desa 

maupun pasca pemilihan kepala desa, berbagai permasalahan yang terjadi 

selama proses pemilihan kepala desa dapat ditangani dan diselesaikan dengan 

mengedepankan prinsip keterbukaan, kekeluargaan dan dengan menganut 

tradisi lokal desa setempat, sehingga permasalahan tidak ada yang berlanjut 

keranah hukum. Namun permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan 

kepala desa dapat diatasi dengan cepat di tingkat desa oleh panitia pemilihan 

kepala desa dengan secara terbuka, kekeluargaan dengan menganut tradisi 

lokal desa setempat, sehingga tidak menyisakan permasalahan pasca proses 

pemilihan kepala desa. 



Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Demokrasi│65  
 

Seiring dengan berakhirnya proses pemilihan kepala desa di Kabupaten 

Gorontalo yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, 

dinyatakan berjalan dengan baik, tertib, aman dan kondusif, tanpa adanya 

pihak yang melakukan pengaduan dan pelaporan yang berujung di 

pengadilan, semua unsur masyarakat, tim pendukung maupun para calon 

kepala desa yang melakukan proses pemilihan kepala desa mengikuti dan 

melaksanakan hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. 

Walaupun terdapat beberapa permasalahan permasalahan seperti yang 

diuraikan di atas namun hal tersebut tidak sampai pada tahapan yang lebih 

tinggi, segala permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik dan 

kekeluargaan sehingga semua pihak dapat memahami dan menjalankan setiap 

keputusan yang ditetapkan dalam seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan 

kepala desa di Kabupaten Gorontalo. 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Salah satu upaya membangun kapasitas desa yaitu melalui peningkatan 

kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa salah satunya Kepala Desa. 

Oleh karena itu pemilihan kepala desa yang baik dapat melahirkan kualitas 

kepala desa yang dapat membantu mewujudkan kemajuan desa. Kapasitas 

kepala desa sangat menentukan arah pembangunan desa sesuai dengan janji 

politiknya yang tertuang dalam rumusan visi misi Kepala Desa. 

Proses pemilihan Kepala Desa Iluta tidak jauh berbeda dengan pemilihan 

Kepala Daerah, Pileg maupun Pilpres. Oleh karena itu penerapan nilai-nilai 

demokrasi perlu diperhatikan untuk menjamin pemilihan yang berkualitas, 

yaitu pemilihan yang LUBER. Penerapan nilai nilai demokrasi diharapkan 

dapat membuat proses pemilihan kepala desa dapat berlangsung secara adil 

dan dinikmati masyarakat desa sebagai pesta masyarakat desa dalam 

menentukan pemimpinnya. 

B. Saran 

1. Hendaknya para pemangku kepentingan lebih jeli lagi melihat 

berbagai pelanggaran saat pilkades untuk memperoleh solusi di 

masa yang akan datang. 
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2. Sebagai warga negara yang baik seyogyanya kita sebagai pemilih 

atau yang dipilih menerapkan pula nilai kesamaan derajat dan 

ketaatan hukum sebagai wujud kehidupan berdemokrasi. 
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BAB XI  

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI 

PADA SISWA DI SEKOLAH 

*Kusnadi 

 

I. PENDAHULUAN 

ndonesia merupakan negara yang berdemokrasi. Sebagai bangsa yang 

besar Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai 

demokrasi yaitu suatu masyarakat yang demokratis. Masyarakat 

demokratis atau di dalam khasanah bahasa Indonesia disebut masyarakat 

madani (civil society) adalah suatu masyarakat yang mengakui hak-hak asasi 

manusia. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terbuka di 

mana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai 

tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya sendiri dengan 

mengakui akan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakatnya. 

Sikap serta nilai yang telah diuraikan di atas yang merupakan ciri khas 

masyarakat demokrasi tidak datang dengan sendirinya, tetapi merupakan 

suatu proses. Proses tersebut adalah proses pendidikan atau dapat juga 

disebut sebagai proses “pemanusiaan”. Masyarakat madani tidak lahir 

dengan sendirinya karena memerlukan sistem nilai yang berbeda dengan 

masyarakat otoriter. Oleh sebab itu perubahan dari masyarakat otoriter dan 

sentralistis menuju kepada masyarakat demokratis yang mengakui akan 

hak-hak asasi manusia serta menghargai adanya perbedaan antar 

anggotanya, dan dalam hal ini memerlukan suatu proses pembentukan 

pribadi melalui proses pendidikan, salah satunya adalah pendidikan di 

sekolah di mana unsur terpenting di dalamnya selain guru, siswa, adalah 

pelajaran yang diperoleh siswa di sekolah. Pada umumnya proses 

pembelajaran Pkn yang dilaksanakan yaitu melalui pembelajaran satu arah, 

yaitu ceramah, siswa tidak diajak untuk turut aktif, sehingga proses 

pembelajaran menjadi kurang menarik, karena siswa tidak memiliki 

tantangan dan hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. 

Proses pembelajaran demikian ini menyebabkan proses pembentukan 

suasana demokrasi di sekolah dalam Pembelajaran Pendidikan 

I 
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Kewarganegaraan menjadi gagal, karena siswa tidak distimulus untuk 

memberikan pendapatnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan transformasi 

nilai- nilai budaya masyarakat, melalui pendidikan disemaikan pola pikir, 

nilai-nilai dan norma-norma masyarakat dan selanjutnya ditransformasikan 

dari generasi ke generasi untuk menjamin keberlangsungan hidup dalam 

sebuah masyarakat. 

Dalam kehidupan dunia pendidikan kita sekarang ini yang disertai 

dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin kompleks menuntut 

guru untuk dapat mengarahkan dan memotivasi siswa dalam kegiatan 

yang melibatkan mereka untuk bertindak secara demokratis dengan 

menciptakan proses belajar mengajar yang menarik, kreatif, dan inovatif, 

misalnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya serta 

berpendapat secara demokratis, tentu saja ini sangat membantu memotivasi 

siswa untuk merealisasikan kehidupan yang demokratis di lingkungan 

sekolah, dan siswa mampu menerapkannya baik di sekolah, lingkungan 

keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. 

Seiring dengan semakin canggihnya kemajuan ilmu pengetahuan, dan 

teknologi, khususnya teknologi informasi yang semakin hari semakin 

canggih, maka pemerataan pelayanan pendidikan perlu diarahkan pada 

pendidikan yang transparan, berkeadilan, dan demokratis (democratic 

education). Hal tersebut harus di kondisikan dalam lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini, sekolah sebagai sebuah masyarakat 

kecil (mini society) yang merupakan wahana pengembangan peserta didik, 

dituntut untuk menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis 

(democratic instruction), agar terjadi proses belajar yang menyenangkan 

(joyfull learning). Diharapkan dalam proses belajar mengajarpun siswa aktif, 

tertarik, dan tertantang untuk membentuk pribadinya masing-masing. 

Dengan iklim yang demikian, pendidikan mampu melahirkan calon-calon 

penerus pembangunan masa depan yang sabar, kompeten, mandiri, kritis, 

rasional, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi berbagai macam tantangan, 

dengan tetap bertawakal terhadap sang penciptanya. Bahwa apa yang 

dihadapi, apa yang terjadi merupakan kehendak illahi yang harus dihadapi 
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dan disyukuri. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangatlah penting penanaman 

nilai-nilai demokrasi terhadap siswa di sekolah baik tingkat dasar 

menengah, maupun perguruan tinggi. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Nilai-nilai Demokrasi 

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya 

memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup 

mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara 

langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi mencakup kondisi sosial, 

ekonomi, dan budaya. Menurut Budiarjo (2013:106), demokrasi yang dianut di 

Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf 

perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai 

tafsiran serta pandangan. Nilai-nilai demokrasi pada dasarnya sudah hadir 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sejak Indonesia masih belum 

mengalami masa di mana dijajah oleh negara-negara asing. Nilai-nilai 

demokrasi yang seharusnya dimiliki siswa yaitu kebebasan berpendapat, 

kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan, berkedaulat, 

kerjasama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, nilai demokrasi menuntut kita 

untuk tetap bersatu dalam menjaga kedaulatan NKRI. 

Menurut Hendri B Mayo, mengemukakan nilai dalam demokrasi, yaitu:  

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga  

2. Menjamain terselengaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah.  

3. Menyelengarakan pergantian pemimpin secara teratur.  

4. Mengakui serta mengangap wajar adanya keanekaragaman 

(diversity).  

5. Menjamin tegaknya keadilan. 

 

Menurut Maswadi Rauf, mengemukakan nilai dalam demokrasi, adalah 

sebagai berikut:  
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1. Interaksi dan komunikasi yang lancar antara guru, siswa, dan orang 

di lingkungan sekolah.  

2. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.  

3. Memberikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah. 

4. Mengahadiri acara yang diadakan sekolah.  

5. Saling menghargai pendapat orang lain. 

 

Nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara mendukung terciptanya masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. 

Maka dari itu, perlu adanya suatu pendidikan yang diberikan kepada 

masyarakat mengenai apa itu demokrasi agar nilai- nilai demokrasi itu dapat 

berjalan dengan baik. Budiarjo (2013:127), menjelaskan perkembangan 

demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Terdapat beberapa 

faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman secara mendalam lagi 

terkait dengan sistem domokrasi. Cepatnya arus globalisasi dan adanya 

pandangan negatif, terhadap demokrasi hingga membuat terjadinya 

perubahan sistem pendidikan nasional menjadi contoh beberapa faktor yang 

menjadi penyebab kurangnya pemahaman nilai-nilai demokrasi. 

Perkembangan dunia yang modern seperti saat ini, bangsa Indonesia 

dihadapkan dengan tantangan yang semakin besar dan kompleks yang sejalan 

dengan semakin derasnnya arus perubahan dan kuatnnya dampak globalisasi 

yang membuat kondisi saat ini mengakibatkan dampak negatif terhadap cara 

pandang masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ironisnnya 

rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak bisa mengenali dirinya sendiri, 

sehingga budaya-budaya atau nilai-nilai yang datang dari luar yang kurang 

cocok dengan kehidupan bermasyarakat kita dengan gampangnya masuk dan 

menjadi kewajiban bagi kaum muda untuk meniru budaya-budaya atau nilai-

nilai dari luar tadi, sedangkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanamkan 

sejak dahulu dalam hati para leluhur dinilai using atau kuno. Menurut 

Sihombing (1984:13) menjelaskan aspek demokrasi khususnya dalam tingkah 

laku politik mempunyai pengaruh terhadap perwujudan demokrasi Pancasila. 
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B. Implementasi Nilai-nilai Demokrasi 

Penanaman nilai-nilai demokrasi ini harus dimulai sejak dini, utamanya 

adalah dimulai dari lingkungan pendidikan sekolah. Mengingat demokrasi 

bangsa Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan, dan kebanyakan 

masyarakat Indonesia tidak tahu atau bahkan lupa akan konsep demokrasi 

yang sesungguhnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab III pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa “pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural 

dan kemajemukan bangsa”. 

Turunnya moral bangsa tidak bisa dibiarkan begitu saja karena hal itu 

akan merusak moral bangsa. Upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi 

masalah ini antara lain melalui pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. 

Salah satu jenjang pendidikan yang harus dan wajib untuk 

menanggulangi turunnya moral bangsa adalah jenjang sekolah menegah 

pertama (SMP/MTs) dan sekolah menengah atas (SMA/MA) atau sederajat. Al-

Fandi (2017:5) menjelaskan pendidikan adalah sarana penting dalam 

membangun peradaban manusia. Sekolah menegah atas merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang menjadi wadah pengembangan ilmu-ilmu yang di 

dapat dari jenjang pendidikan yang di bawahnya. Jenjang pendidikan 

SMA/MA juga banyak pendidikan formal maupu non formal yang menjadi 

pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, 

dan kecakapan hidup untuk melahirkan generasi-generasi penerus bengsa dan 

Negara yang berdasarkan Pancasila. Di dunia pendidikan memberi banyak 

manfaat kepada para siswanya untuk bisa memahami nilai demokrasi lebih 

dalam melalui berbagai mata pelajaran yang diperoleh di dalam proses belajar 

mengajar di sekolah, dan bisa mengerti mengenai nilai Pancasila dalam 
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lingkungan sekolah contohnya dalam istilah 5S di sekolah yaitu salam, sapa, 

senyum, sopan, santun yang mengajarkan tata cara bermasyarakat di 

lingkungan sekolah. 

Penanaman nilai demokrasi dalam seorang siswa bisa dilakukan oleh 

sekolah. Hal ini merupakan kewajiban sekolah untuk mendidik siswa. 

Penanaman nilai demokrasi bisa dilakukan di dalam kegiatan kurikuler dan 

ekstrakurikuler. Tetapi seiring berkembangnya zaman sering kali dirasakan 

kurang. Menurut Alfian (1986:61), menjelaskan prospek pertumbuhan 

Demokrasi Pancasila amat tergantung pada kemampuan Indonesia 

menyelesaikan proses itu.  Oleh sebab itu dalam rangka untuk 

mengaplikasikan nilai demokrasi yang telah diajarkan maka sekolah 

berkewajiban memberikan sarana kepada siswa berupa organisasi-organisasi. 

Organisasi ini bertujuan untuk mengajarkan kepada siswa untuk lebih bersifat 

demokratis, menghargai sesama dan bertanggung jawab sehingga diharapkan 

berguna sebagai bekal dasar siswa nantinya dalam menjalani kehidupan dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu organisasi siswa dalam 

sekolah yang sangat menerapkan nilai demokratis yaitu Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS). OSIS merupakan salah satu organisasi yang dapat 

melaksanakan nilai demokrasi di sekolah karena OSIS merupakan organisasi 

dalam lingkungan sekolah dan berada dalam pengawasan pihak sekolah. 

Penanaman nilai demokrasi melalui OSIS dengan melaksanakan nilai-

nilai atau budaya demokrasi pada setiap kegiatan OSIS misalnya dapat 

diterapkan pada saat pemilihan ketua OSIS, pada saat kegiatan rapat OSIS, 

pada saat pembagian tugas dalam anggota OSIS dan banyak kegiatan OSIS 

lainnya. OSIS merupakan kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan ekstrakulikuler 

merupakan kegiatan di luar jam biasa dan dapat dilakukan di sekolah ataupun 

di luar sekolah guna bertujuan memperluas pengertahuan siswa. Para siswa di 

sekolah selain menjadi calon pemimpin bangsa, juga harus menjadi contoh 

terdepan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi di dalam lingkungan sekolah 

maupun lingkungan masyarakat agar dapat di contoh dengan baik berupa sifat 

sifat toleransi yang terdapat pada nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan 

mereka. Penanaman nilai demokrasi sangat penting di tanamkan pada sekolah 
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menegah atas. Penanaman nilai demokrasi akan mengajarkan anak untuk 

berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, salah satunya sila ke empat.  

Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan dan nilai-nilai Pancasila kepada siswa SMA/MA 

akan membuat perilaku peserta didik sesuai dengan pengamalan Pancasila. 

Perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang dapat 

diamati dengan cara tertentu. Salah satu contoh penanaman nilai-nilai 

demokrasi disekolah yaitu pada saat pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan 

melalui Pemilu OSIS yang mengusung prinsip kejujuran dan keadilan. 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Indonesia sebagai negara yang sudah menerapkan sistem pemerintahan 

demokrasi pancasila sejak lama tentunya tidak mudah dalam menjalankan 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu 

perlu adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak untuk 

melaksanakan demokrasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa kita yang 

tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Penanaman nilai-nilai demokrasi harus diterapkan kepada warga Negara 

sejak dini. Salah satunya adalah siswa yang ada di sekolah sebagai warga 

Negara yang akan menjadi penerus bangsa. Bentuk nyata penanaman nilai-

nilai demokrasi di sekolah dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler di antaranya OSIS. Di mana melalui kegiatan OSIS tersebut 

siswa belajar berorganisasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, 

partisipatif, dan sebagainya. 

 

B. Saran 

1. Untuk memperkuat penanaman nilai-nilai demokrasi kepada warga 

Negara Indonesia terutama siswa-siswa yang ada di sekolah, perlu adanya 

komitmen dari berbagai pihak baik itu penyelenggara pendidikan, para 

stakeholder sebagai pemangku kebijakan, maupun pemerintah sebagai 

penyelenggara negara demokrasi. 
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2. Adanya kerjasama yang sinergitas antara pemerintah dengan pemanggu 

kebijakan di bawahnya untuk terus menggalakan budaya demokrasi 

melalui penanaman nilai-nilai demokrasi baik itu di lingkungan keluarga, 

sekolah, maupun masyarakat secara luas. 
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BAB XII 

MEMBANGUN SISTEM DEMOKRASI POLITIK DI INDONESIA 

YANG BERMARTABAT 

*Susy Susilariny 

 

 

I. PENDAHULUAN 

ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai 

hukum dasar, merupakan kesepakatan umum (konsensus) warga negara 

mengenai norma dasar dan aturan dasar dalam kehidupan bernegara. 

Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan dan cita-cita bersama. 

Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi nilai demokrasi, nilai 

kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Nilai kebangsaan tersebut 

hakekatnya merupakan nilai yang disepakati dan dipandang baik, yang 

melekat pada diri setiap warga negara Indonesia berupa norma-norma dan 

etika kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa 

Indonesia. 

Nilai demokrasi mengandung makna bahwa kedaulatan di tangan rakyat 

dan memiliki kebebasan untuk berpendapat secara bertanggung jawab. Salah 

satu ciri utama dan prasyarat negara demokrasi modern adalah 

penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan 

cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari 

rakyat kepada otoritas negara. 

Dilansir dari Kompas.com tanggal 23 Desember tahun 2019, Pemilu 2019 

yang digelar serentak ini diwarnai tragedi. Berdasarkan catatan Kompas.com, 

rangkuman tragedi Pemilu 2019 di antaranya; petugas KPPS meninggal dunia, 

kerusuhan setelah menetapkan hasil perhitungan dan perolehan suara. Begitu 

juga BBC New melansir pelaksanaan pemilihan tingkat nasional dan daerah 

sekaligus menimbulkan masalah bagi petugas penyelenggara, peserta pemilu, 

dan pemilih, juga banyak berita yang menyebutkan banjir di TPS, kertas suara 

kurang, adanya serangan fajar, kertas suara sudah dicoblos, adanya polik uang 

dan sebagainya. 

U 
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Berdasarkan permasalahan di atas, serta mengingat begitu pentingnya 

implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dipandang perlu  

membangun sistem demokrasi politik di Indonesia yang bermartabat. 

 

II. PEMBAHASAN 

Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap 

warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan 

untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kata 

demokrasi mengantarkan pikiran kita berorientasi ke dalam bidang politik, 

hal itu wajar sebab demokrasi sekarang disebut-sebut sebagai indikator 

perkembangan politik suatu negara. 

Menurut pandangan Abraham Lincoln dalam PPKN, (2017:40), 

demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat, artinya  rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk 

melakukan setiap aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya 

tekanan dari pihak mana pun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah 

rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian demokrasi adalah 

landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke 

arah yang lebih baik. 

Penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 

yang dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Semua warga negara wajib menerapkan dasar demokrasi dan 

menjiwai sila-sila dari Pancasila untuk membangun demokrasi politik di 

Indonesia yang bermartabat. 

Pemilu dimaknai sebagai salah satu sarana atau cara untuk menetapkan 

orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam sistem pemerintahan. Semua 

warga negara sangat penting untuk memikirkan penataan dan reformasi 

sistem kepemiluan di Indonesia. Kita harus membangun sistem demokrasi 

politik yang berlandaskan kedaulatan rakyat, musyawarah dan kekeluargaan. 

Di samping itu partai politiknya juga harus kuat dan mampu berperan sebagai 
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saluran politik dan komunikasi politik yang efektif untuk kepentingan rakyat. 

Membangun sikap positif seperti rasa cinta tanah air, mempunyai jiwa 

patriot bangsa, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, saling 

memahami dan menghormati adanya perbedaan dalam keberagaman, serta 

membangun rasa bangga terhadap k a r y a - k a r y a  b a n g s a  Indonesia 

selain menghindari demokrasi yang dipenuhi oleh emosi dan amarah, partai 

politik dan  ormas yang tidak terbatas, masa politik yang berprilaku egois serta 

anarkis. 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Membangun demokrasi politik di Indonesia yang bermartabat 

diperlukan  sinergi dari semua warga negara yang bermoral, beretika, 

berkarakter, dan berwawasan kebangsaan agar terhindar dari permasalahan 

permasalahan yang tidak diharapkan seperti anarkisme. 

B. Saran 

 Untuk membangun sikap demokrasi pada semua warga negara perlu 

adanya sosialisasi atau pembinaan baik oleh pemerintah maupun institusi 

yang berwenang, sehingga nilai demokrasi bisa diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari dan menjadi karakter bangsa sampai kapan pun. 
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BAB XIII 

PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT MELALUI 

LEMBAGA LEGISLATIF 

*Achmad Daengs GS 

 

I. PENDAHULUAN 

ndonesia negara demokrasi sesuai yang tercantum di dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pembukaan UUD 

1945, di mana satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan 

rakyat. Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln dikenal sebagai bapak 

demokrasi menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan 

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang artinya rakyat memiliki 

kebebasan dalam berbagai lini kehidupan dan aktivitas politik. Di negara-

negara modern bahwa demokrasi tidak lagi bersifat langsung tetapi 

berdasarkan perwakilan (representative democratic) di mana rakyat menunjuk 

wakil-wakilnya yang dipercaya untuk membawa aspirasi rakyat di dalam 

pemerintahan. 

Demokrasi menurut Aristoteles suatu kebebasan atau prinsip demokrasi 

ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara dapat 

saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Kekuasaan suatu negara 

demokrasi pada hakekatnya berada di tangan rakyat untuk kepentingan 

bersama. Penerapan demokrasi di Indonesia berdasarkan Demokrasi Pancasila 

pada sila keempat berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” dan tentunya dijiwai 

oleh sila pertama, kedua, ketiga dan kelima.  

 

II. PEMBAHASAN 

Indonesia menjalankan Demokrasi berdasarkan Demokrasi Pancasila 

yang memegang Prinsip dasar negara demokrasi yaitu 1) kedaulatan rakyat; 2) 

pemerintahan berdasarkan dari yang diperintah; 3) kekuasaan mayoritas; 4) 

hak-hak minoritas; 5) jaminan HAM; 6) pemilihan yang bebas dan jujur; 7) 

persamaan derajat di depan hukum; 8) proses hukum yang wajar; 9) 

pembatasan pemerintahan secara konstitusional; 10) pluralisme sosial, ekonomi 

I 
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dan politik; dan 11) nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. 

Sebagai bukti normatif demokrasi Pancasila tertuang di dalam UUD 1945 

dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang juga sebagai konstitusi 

negara dan tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 pada Pasal 1 ayat 2 yang 

berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

UUD” dan Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 

dengan UU”. Di dalam perjalanan sejarah bukti normatif juga terdapat dalam 

konstitusi RIS Pasal 1 pada ayat (1) berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang 

merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan 

berbentuk federasi” pada ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kedaulatan RIS 

dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan senat” dan UUDS 1950 

Pasal 1 ayat (1) berbunyi “RI yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara 

hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan” dan ayat (2) berbunyi 

“Kedaulatan RI adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah 

bersama-sama dengan DPR”. Selain bukti normatif Indonesia sebagai negara 

Demokrasi terdapat bukti empirik yang dapat dilihat pada masa pemerintahan 

pada masa revolusi, parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru dan 

reformasi. 

UUD 1945 memberikan hak-hak masyarakat untuk menentukan dan 

memilih pemerintahannya sesuai dengan konsep/prinsip demokrasi yaitu dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat pada pasal 1 ayat (2) disebutkan negara 

berdasarkan kedaulatan yang dipegang sepenuhnya oleh rakyat, hal ini berarti 

bahwa UUD 1945 telah memenuhi prinsip demokrasi. UUD 1945 juga berfungsi 

dalam negara demokrasi agar warga negara memiliki peraturan sopan santun, 

terdapat peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh warga dan harus mengingat 

UUD serta dilaksanakan setiap harinya. Dengan demikian negara demokratis 

dalam sudut pandang pembentukan UUD 1945 berdasarkan kehendak dan 

kemauan rakyat. Oleh sebab itu agar kehendak dan keinginan rakyat terpenuhi 

maka lembaga legislatif harus berfungsi dengan baik. Semakin lembaga 

legislatif berfungsi maka Indonesia semakin demokratis dan semakin banyak 

melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang tentunya berkaitan dengan 

kepentingan rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa gagasan negara 
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demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut dengan constitutional democracy yang 

dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang bersadarkan hukum. 

Dalam UUD 1945, Indonesia negara demokrasi yang berdasarkan hukum. 

Sebagai ciri pokoknya adalah terdapat elemen pembatasan kekuasaan dalam 

teori pemisahan kekuasaan dan teori pembagian kekuasaan. Teori pemisahan 

kekuasan secara struktural bahwa kekuasaan legislatif sebagai pembuat 

Undang-undang, eksekutif yang melaksanakan dan yudikatif kekuasaan untuk 

menghakimi. Teori pembagian kekuasaan bahwa kekuasaan dibagi dalam 

lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif merupakan 

kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan 

untuk menetapkan peraturan atau fungsi legislatif/fungsi pengaturan (regelende 

functie) yang diwujudkan dalam fungsi pembentukan UU (wetgeverende functie 

atau law making function).  

Indonesia menganut Demokrasi Pancasila di mana permusyawaratan/ 

perwakilan rakyat di dalam lembaga legislatif dalam pembahasan keputusan 

politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah 

makin membaiknya pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang mengandung 

arti bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang 

Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan 

Keadilan Sosial. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila 

merupakan Demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat 

dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan 

berdasarkan konstitusi yang terikat dan harus sesuai UUD 1945.  

 Untuk itu kesadaran membangun nilai Demokrasi Pancasila di 

kehidupan berbangsa dan bernegara dimulai dari: 1) masing-masing individu 

dimulai dari hati, pemantapan dan niat yang baik; 2) jeli memilih wakilnya di 

dalam lembaga legislatif; 3)  menghindari   aspek-aspek   buruk   yang    dapat    

mempengaruhi    bangsa; 4) pendidikan  politik  bagi  rakyat  terutama  generasi 

penerus bangsa Indonesia; 5) pendalaman  karakter  yang   mencerminkan   

nilai-nilai   luhur  Pancasila; dan 6) membangun jiwa yang penuh semangat 

 

III. PENUTUP 
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Dapat disimpulkan bahwa Indonesia negara yang menganut demokrasi 

Pancasila yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat dan kemauan 

rakyat, yang diatur di dalam UUD 1945 dalam penyelenggaraannya 

berdasarkan representative democratic atau secara prespektif pembentuk undang-

undang yang di dalam pembahasan rancangan undang-undangnya melibatkan 

rakyat melalui perwakilannya lembaga legislatif dengan persetujuan bersama 

Presiden. Lembaga legislatif dianggap merumuskan kemauan rakyat atau 

kemauan umum dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (public policy) 

yang mengikat seluruh masyarakat sehingga undang-undang yang dibuatnya 

mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan masyarakat.  

Demokrasi di Indonesia hingga pasca amandemen UUD 1945 mengalami 

perkembangan dan masih terus berkembang ke arah yang baik, artinya 

Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis secara utuh. 

Kesadaran membangun demokrasi Pancasila dapat ditempuh dimulai dari 

pemantapan dan niat yang baik dari masyarakat Indonesia, jeli dalam memilih 

wakilnya di lembaga legislatif, menghindari aspek-aspek buruk yang dapat 

mempengaruhi bangsa, pendidikan politik bagi rakyat terutama generasi 

penerus bangsa Indonesia, dan pendalaman karakter yang mencerminkan jiwa 

semangat nilai-nilai luhur Pancasila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Demokrasi│87  
 

BAB XIV 

PENGUATAN NILAI DEMOKRASI INDONESIA MENGHADAPI 

TANTANGAN ERA DIGITAL 
*M. Iqbal Sudin 

 

 

I. PENDAHULUAN 

alah satu nilai kebangsaan yang terkandung dalam UUD 1945 adalah Nilai 

Demokrasi. Dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan secara eksplisit 

bahwa negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk berpendapat lisan 

dan tulisan, mengekspresikan pikiran dan mengemukakan aspirasinya. 

Kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut makin mendapat ruang 

ketika era reformasi. Di samping itu, perubahan yang berlangsung saat ini, 

menandai kita berada di sebuah era di mana terjadi perkembangan teknologi 

informasi yang sangat cepat, masiv dan cenderung disruptive yang 

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, merubah karakter 

pekerjaan, karakter individu maupun sosial hingga cara berkomunikasi. 

Sehingga dengan dinamika dan perkembangan teknologi informasi tersebut, 

kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat seolah mendapat 

“panggung”. 

Ruang-ruang partisipasi secara fisik berpindah ke dunia digital. Setiap 

orang menjadi mudah untuk terhubung dan berkomunikasi melalui media 

online. Masyarakat sekarang telah bergeser menuju ke arah masyarakat 

informasi yang sedikit banyak telah mengubah moda komunikasi politik. 

Melalui internet, dalam proses demokrasi, masyarakat menjadi lebih mudah 

memberikan pendapat. Aspirasi lebih mudah tersampaikan melalui berbagai 

saluran komunikasi dengan pemerintah. Netizen telah ikut terlibat secara aktif 

dalam proses-proses pengambilan keputusan strategis dalam bidang kebijakan 

publik. Kaum netizen juga aktif memberikan fungsi kontrol terhadap jalannya 

pemerintahan baik pusat maupun daerah.(Kemenkominfo, 2016).  

Namun demikian, permasalahan lain yang muncul adalah pergeseran 

makna kebebasan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab menjadi 

kebebasan tanpa batas. Beragam konten negative dapat diproduksi setiap orang 

dalam hitungan detik. Implikasi yang munculpun beragam dimulai dari hoax 

S 
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yang menyebar luas, hate speech, clickbait dan konten-konten yang bersifat 

provokasi. Dalam kontestasi politik nasional dan lokal, berseliweran hate 

speech, kampanye hitam, mulai pada level individu, masyarakat maupun antar 

partai politik. 

Kondisi tersebut dapat berakibat makin tergerusnya nilai-nilai demokrasi 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan makin 

menjauhkan demokrasi dari makna yang sesungguhnya yang menghargai 

perbedaan pendapat dan terbuka terhadap beragam pandangan. Oleh karena 

itu, tergerusnya nilai demokrasi tersebut, harus menjadi perhatian kita semua, 

karena kalau dibiarkan dapat berimplikasi pada munculnya benih-benih konflik 

secara sosial maupun fisik, yang dapat menjadi ancaman terhadap persatuan 

dan kesatuan bangsa. 

Terkait dengan itu, bisa dilihat dalam indeks EIU (The Economist 

Intelligence Unit), dalam laporan Indeks Demokrasi Dunia, Indonesia 

menduduki peringkat ke-52 dunia dengan Skor 6,71. Indonesia dikelompokkan 

sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (flawed demcracy). Di samping 

unsur kebebasan termasuk salah satu persoalan yang menyumbang peringkat 

demokrasi adalah hoaks yang menyebar luas. 

Studi yang digelar Microsoft di 32 negara dan 16.000 responden yang 

diamati, bahwa Indonesia bersama Rusia, Afrika Selatan dan Meksiko masuk ke 

dalam golongan paling tak punya adab di internet. Indonesia memiliki skor 

DCI 76 makin tinggi skor, menunjukan semakin memudarnya adab. Terlepas 

dari kevalidan studi tersebut, kondisi itu sangat memperhatikan. Fenomena 

tersebut hendaknya kita jadikan sebagai cermin agar kita senantiasa 

mewaspadai dan mencegah segala implikasi yang tidak diharapkan dari 

perkembangan teknologi informasi. Kehadiran UU ITE (Informasi dan 

Transaksi Elektronik) pun belum optimal dalam menghadapi derasnya perilaku 

negatif netizen dalam penyebaran informasi yang negatif. 

 

II. PEMBAHASAN 

Pada dasarnya teknologi informasi (digital) mengusung visi kebebasan 

dan transparansi. Dua karakter inilah cocok dengan selera demokrasi yang juga 

mengandung kebebasan dan inklusifitas (Andriadi, 2016). Dalam era teknologi 
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informasi ini setiap informasi tidak dapat ditutup tutupi lagi karena adanya 

kemudahan mengakses informasi  oleh semua kalangan. Dengan demikian, 

demokrasi dan teknologi informasi merupakan dua variabel saling mendukung 

dan saling menguntungkan dengan syarat, jika teknologi digunakan secara 

proporsional 

Dalam kehidupan sosial masyarakat, kita tidak bisa lepas dan tidak bisa 

menghindari dari teknologi dan segala perkembangannya, Karena pada 

dasarnya teknologi dibutuhkan oleh manusia. Teknologi mempermudah 

manusia dalam mengelola kehidupannya. Kondisi tersebut dikenal sebagai 

determinasi teknologi yatitu struktur yang ada di dalam masyarakat bergantung 

pada perkembangan teknologi dan beriringan dengan perkembangannya. 

Semakin berkembang teknologi yang ada di masyarakat, semakin canggih dan 

semakin banyak inovasi yang dibuat, maka masyarakat juga akan mengikuti 

alurnya menjadi semakin modern dan berkembang mengikuti   semakin   

canggihnya   inovasi   teknologi   yang ada. Teori ini menyatakan bahwa 

hubungan yang ada di antara masyarakat dan teknologi merupakan hubungan 

yang saling mempengaruhi, sehingga keberadaan dan perkembangan 

teknologi juga menentukan perkembangan dan perubahan sosial dan nilai-nilai 

budaya di dalam masyarakat. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa 

teknologi adalah kunci yang penting dalam kekuatan menguasai serta 

mengendalikan masyarakat, dan hal ini membawa keyakinan bahwa perubahan 

sosial yang ada di dalam masyarakat yang terus berubah-ubah dikendalikan 

oleh inovasi teknologi yang terjadi.(Wikipedia) 

Dalam konteks demokrasi, maka dapat diamati bahwa teknologi 

Informasi potensial digunakan sebagai sarana partisipasi politik. Media sosial 

sebagai salah satu varian dari teknologi informasi dapat menjadi saran 

komunikasi, informasi, dan interaksi. Melalui beragam platform maupun 

aplikasi, interrelasi dapat dibangun secara luas dan cepat, manusia dapat 

membangun kerja sama, berkolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. 

Oleh karena itu yang harus dilakukan terkait dengan penguatan kembali 

nilai demokrasi di tengah merebaknya informasi negative, hoax dan sebagainya 

pada era teknologi informasi saat ini dan ke depan adalah melalui penciptaan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Struktur
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Inovasi
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sebuah kebijakan publik yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk 

menyebarluaskan makna dan nilai demokrasi secara sistematis, terus menerus 

dan masiv. Pendekatan struktural ini harus melibatkan pendekatan secara 

kultural didalamnya. Maknanya bahwa konten kebijakan tersebut juga 

mengatur tentang dukungan-dukungan sosial terhadap upaya 

menormalisasikan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dengan asumsi bahwa manusia dan teknologi tidak bisa dipisahkan, maka 

dalam implementasi kebijakan tersebut dapat menggunakan media teknologi 

itu sendiri. 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menguatkan 

nilai demokrasi di tengah pusaran dari berbagai dampak teknologi informasi, 

maka, perlu dilakukan penciptaan produk kebijakan oleh pemerintah yang 

memiliki pendekatan baik yang lebih bersifat pencegahan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dalam implementasinya. 

B. Saran 

Implementasi kebijakan penguatan nilai demokrasi perlu dilakukan 

secara top down dan bottom up. Artinya bahwa di samping penguatan nilai 

demokrasi dilakukan oleh pemerintah, diharapkan akan muncul juga 

kesadaran dari masyarakat dalam menerapkan nilai demokrasi (kebebasan 

berpendapat secara bertanggung jawab yang berdasarkan pada etika sosial) 

dalam kehidupannya berkomunikasi di dunia digital. 
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BAB XV 

IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI PESERTA DIDIK DALAM  

MENCIPTAKAN KEBEBASAN YANG BERTANGGUNG JAWAB 

*Septima Laura Hutajulu 

 

I. PENDAHULUAN 

ndonesia merupakan negara demokrasi yang menjujung tinggi nilai 

kebebasan berpendapat berdasarkan UUD NRI 1945 pasal 28 yang berisi 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan 

dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang, Untuk itu kita memiliki 

kewajiban untuk    melindungi,    memajukan,     menegakkan,     dan     

memenuhi     hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian 

dari hak asasi manusia. 

Di sekolah, peserta didik mempunyai kesempatan mengekspresikan apa 

yang mereka rasakan, pikirkan dan hadirkan dari dalam dirinya. Hal ini baik 

untuk mengeksplorasikan diri mereka. Namun pada kenyataannya kebebasan 

yang dimaksud sering terimplikasi secara berlebihan atau kebablasan. 

Kebablasan yang dimaksud adalah ketika peserta didik sudah memiliki 

kepercayaan dan kebebasan untuk mengekspresikan diri namun tidak dengan 

kontrol. Setiap peserta didik mempunyai kapasitas ketika kritis terhadap suatu 

pandangan. 

Salah satu fenomena yang sering terjadi dalam hal kebebasan 

berpendapat peserta didik di sekolah yakni ketika mengkritik sesama peserta 

didik lain terhadap suatu pandangan di saat diskusi, adanya pro dan kontra 

yang melahirkan perbedaan melahirkan pemikiran kritis antar peserta didik. 

Namun dalam hal ini ketika ketidakhadiran kontrol diri akan memperburuk 

keadaan tersebut. peserta didik dalam mengutarakan pendapatnya akan 

berakhir dengan konflik dan kekerasan. Terjadinya pembulian di sekolah 

merupakan hasil dari kebebasan tanpa kontrol sosial. Atau fenomena 

mengkritik guru tanpa menjunjung tinggi kesopanan dan hormat peserta didik. 

Kritik peserta didik terhadap guru memiliki nilai yang positif jika hal tersebut 

dibangun dan dibarengi oleh sikap hormat terhadap yang lebih tua. Namun 

dimasa saat ini memang sangat memprihatinkan ketika siswa mulai kehilangan 

I 
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norma. Inilah yang dimaksud ketika kebebesan tersebut menjadi kebablasan. 

Kebebasan akan menjadi boomerang terhadap peserta didik jika tidak ada 

kontrol sosial dan kontrol diri. Namun jika ada kontrol yakni menggunakan 

demokrasi yang berlandaskan nilai kostitusi, dan kebebasan yang di 

laksanakan dengan penuh tanggung jawan maka peserta didik sebagai generasi 

bangsa dapat berperan dalam menciptakan masyarakat demokratis sesuai 

Undang-Undang. 

Dalam hal ini diperlukan guru dan kultur nilai demokrasi di sekolah 

sebagai alat kontrol dalam menggerakkan dan merespon secara tepat untuk 

sikap dan perilaku peserta didik. Dalam kebebasan tersebut, diperlukan 

pengawasan guru untuk menentukan gagasan dan gerakan peserta didik. 

Penanaman nilai Demokrasi di sekolah dapat di lakukan dengan berbagai 

kegiatan agar memudahkan guru untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi 

yang bertanggung jawab.di kalangan peserta didik Indonesia. 

 

II. PEMBAHASAN 

Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme 

kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan 

pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu UUD NRI 1945. Sebagai demokrasi 

pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan 

UUD 1945. Indonesia salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, hal 

ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) pasal 

1 ayat 1 berbunyi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang.  

Nilai demokrasi tersebut menempatkan Kedaulatan berada ditangan 

rakyat berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan 

dan kesatuan Indonesia, oleh karena itu semua elemen bangsa perlu 

menerapkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi hendaknya dapat 

diterapkan dalam kehidupan nyata salah satunya melalui pendidikan, 

khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang demokratis, 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 
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menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. 

Berdasarkan uraian   di   atas   dapat   disimpulkan   bahwa nilai 

demokrasi adalah suatu pola keyakinan atau hal baik yang dijadikan pedoman 

hidup bagi masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Nilai 

demokrasi dibatasi pada nilai partisipasi, toleransi dan saling menghormati. 

Membentuk warga negara yang demokratis tidak terlepas dari peran guru di 

sekolah yang mengajarkan peserta didik untuk bersikap demokratis. Seorang 

guru tidak hanya menyampaikan materi-materi mata pelajaran di kelas tetapi 

harus dapat memberi contoh penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan 

sekolah karna keterlibatan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai 

demokrasi di lingkungan sekolah sangat besar pengaruhnya. Oleh karena 

sekolah dapat mengajarkan peserta didik agar bisa menjalani nilai-nilai 

demokrasi dengan baik dan benar agar bisa menjadi penerus bangsa yang baik, 

adil, dan jujur. Karena sering terlihat di media masa bahwa warga negara 

bahkan pemerintah itu sendiri telah melanggar nilai-nilai demokrasi, banyak 

orang yang kurang menghargai kebebasan orang lain, kurang menghargai 

perbedaan, dan supremasi hukum kurang ditegakkan, arti demokrasi yang di 

salahartikan kebebsan yang menjadi keblabasan sehingga nilai- nilai positip 

demokrasi tidak dapat di laksanakan dengan maksimal. 

Peran demokrasi memberikan arti dan arah agar kebebasan peserta didik 

tidak menjadi bablas. Keberadaan guru menggandeng siswa menyusun 

pemikiran dan pengembangan pola pikir, pendapat, ide, ekspresi serta solusi 

terhadap aktivitas siswa di sekolah. Ketika kebebasan tadi berkolaborasi 

dengan kontrol melalui peranan guru dan demokrasi, diharapkan akan terlahir 

suasana kebebasan peserta didik sebagai manusia yang sabar dan hormat, 

bertindak sesuai dengan hati nurani namun ada pembatasan diri dari kontrol 

tersebut. Penerapan demokrasi dapat dilakukan dalam berbagai kehidupan dan 

melalui sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai 

kehidupan sikap positif itu perlu dibuktikan dengan sikap dan perbuatan yang 

sejalan dengan unsur-unsur rule of law,semua warga negara tanpa kecuali baik 

penguasa maupun rakyat bisa harus membiasakan hidup berdemokrasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi. 
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Pelaksanaan demokrasi di era reformasi dilandasi oleh semangat 

membangun kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang 

menjunjung tinggi kebebasan dan keterbukaan untuk mewujudkan kesejahteraan 

hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi 

kebebasan dan keterbukaan inilah yang akan menjadi perhatian buat bangsa 

Indonesia agar pelaksanaan di lapangan tidak menyalahi prinsip demokrasi 

khususnya bagi generasi penerus bangsa yaitu di lingkungan pelajar. 

Membentuk warga negara yang demokratis tidak terlepas dari peran guru di 

sekolah yang mengajarkan siswa- siswinya untuk bersikap demokratis. Seorang 

guru tidak hanya menyampaikan materi mata pelajaran di kelas tetapi harus 

dapat memberi contoh penerapan nilai- nilai demokrasi di lingkungan sekolah 

karna keterlibatan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di 

lingkungan sekolah sangat besar pengaruhnya. Oleh karena sekolah dapat 

mengajarkan peserta didik agar bisa menjalani nilai-nilai demokrasi dengan baik 

dan benar agar bisa menjadi penerus bangsa yang baik, adil, dan jujur.  

Bentuk penerapan demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan 

dalam  berbagai bentuk sebagai berikut bersedia bergaul dengan teman sekolah 

tanpa membeda-bedakan perbedaan menerima teman-teman yang berbeda dan 

berlatar belakang ras dan agama menghargai pendapat teman meskipun 

pendapat itu berbeda Mengutamakan musyawarah membuat kesepakatan 

untuk menyelesaikan masalah berusaha menghindari sikap anti kekerasan. 

Contoh nyata di sekolah ialah  dengan menggelar pemilihan ketua kelas dengan 

sistem pemilihan umum (Pemilu) yaitu bisa di lakukan dengan pemilihan 

secara langsung sehingga peserta didik bisa menyalurkan aspirasinya sesuai 

dengan pilihannya, kegiatan seperti ini tentunya dapat menanamkan nilai-nilai 

demokrasi secara langsung. Tujuannya adalah memperluas wawasan politik, 

mempersiapkan terjun ke dunia masyarakat dan pemerintahan, kritis dan 

berjiwa kebangsaan atau nasionalisme. Pendidikan politik ini menyiapkan 

siswa atau generasi muda untuk berkarya dan berpartisipasi aktif dalam 

masyarakat di bidang sosial dan menyiapkan jiwa mereka untuk mengemban 

tanggung jawab serta memberikan kesempatan menunaikan hak dan 

kewajibannya. 
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Implementasi pemilihan ketua kelas yang di laksanakan dengan sistem 

pemilu tentunya menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan peserta 

didik, di mana peserta didik di ajarkan dengan menjaga persatuan, taat dengan 

aturan yanga berlaku, menghargai pendapat orang lain, dan menghormati 

perbedaan yang ada di tengah masyarakat serta peserta didik dapat 

menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Tak jarang 

siswa berasumsi dan yakin sebagai makhluk yang bebas dan dapat bediri atas 

kaki sendiri. Peran demokrasi memberikan arti dan arah agar kebebasan siswa 

tidak menjadi bablas. Keberadaan guru menggandeng peserta didik menyusun 

pemikiran dan pengembangan pola pikir, pendapat, ide, ekspresi serta solusi 

terhadap aktivitas siswa di sekolah. Ketika kebebasan tadi berkolaborasi dengan 

kontrol melalui peranan guru dan demokrasi, diharapkan akan terlahir suasana 

kebebasan siswa sebagai manusia yang sabar dan hormat, bertindak sesuai 

dengan hati nurani namun ada pembatasan diri dari kontrol tersebut. 

Kebebasan disekolah baik untuk tetap diterapkan karena dapat 

melahirkan jiwa-jiwa peduli dan kritik. Selain itu berguna untuk membangun 

refleksi dan pertimbangan dari pandangan untuk menyelesaikan masalah. 

Peserta didik akan terbiasa aktif dalam mendiagnosa setiap informasi yang 

didapatkan yang selanjutnya dapat dipecahkan sendiri serta mengambil 

kesimpulan pada akhirnya. Kebebasan juga hadir sebagai tanggungjawab dan 

percaya diri pada setiap peserta didik. Yang terpenting kebebasan ini 

dibarengan oleh kontrol yakni melalui peran Guru dan demokrasi yang 

berlandaskan konstitusi. 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan : 

1. Nilai demokrasi adalah Kedaulatan berada ditangan rakyat yang berarti 

bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud 

persatuan dan kesatuan Indonesia. 

2. Pelaksanan demokrasi di kalangan peserta didik dapat dilakukan dengan 

memahami nilai-nilai demokrasi pancasila dan menanamkan sikap positif 

terhadap UUD NRI 1945 di lingkungan sekolah. 
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Saran : 

1. Nilai demokrasi Pancasila perlu ditanamkan di kalangan peserta didik agar 

dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip yang ada. 

2. Sosialisasi nilai demokrasi dapat dilakukan dengan pembuatan banner di 

lingkungan sekolah agar dapat dibaca setiap saat oleh peserta didik. Selain 

itu dapat juga dilakukan dengan pembuatan sosial media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Demokrasi│99  
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Lemhannas RI . 2019. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD NRI 

tahun 1945, Jakarta Pusat. 

Prasetyo, D. S., 2016, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Surakarta : 

CV  Mediatama. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brainly.co.id/tugas/644637


100 | Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Demokrasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Demokrasi│101  
 

BAB XVI 

IMPLEMENTASI NILAI – NILAI DEMOKRASI BAGI SISWA 

SEKOLAH DASAR 

*Siti Maria Ulfa 

 

I. PENDAHULUAN  

ada era globalisasi seperti saat ini, pendidikan adalah sesuatu yang 

sangat penting. Pendidikan bukan hanya sekedar belajar dan menuntut 

ilmu, akan tetapi lebih menekankan pembentukan karakter siswa melalui 

keterampilan demokrasi di sekolah. Dan juga di dapat melalui budaya 

demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi yang dipraktikkan secara terus-

menerus yang akan menghasilkan budaya demokrasi di suatu negara. Untuk 

menjawab hal tersebut di butuhkan bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan bilai-nilai budaya bangsa 

menjadi pedoman hidup warga negara. 

Sekolah dasar memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencapai dan 

menciptakan sikap demokratis pada siswa. Selama di sekolah dasar siswa akan 

siap untuk memperoleh pengetahuan, serta siswa akan akrab dengan aturan 

kehidupan sosial, tapi di sisi lain pembelajaran di sekolah dasar belum 

memunculkan suasana yang demokratis, sehingga sikap demokrasi siswa 

belum tumbuh secara wajar.  

Perlunya mendidik siswa tentang demokrasi di sekolah dasar dan 

beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah- sekolah untuk mengajarkan 

siswa tentang pentingnya arti suatu demokrasi, karena hal ini akan 

menciptakan siswa yang ingin menghargai, menghormati masyarakat lokal 

maupun global. Oleh karenanya, dalam praktik di sekolah dasar, demokrasi 

harus benar-benar ditegakkan melalui suasana kehidupan sekolah dan praktik 

pembelajaran. Perlu direncanakan dan diimplementasikan bagaimana 

penerapan pendidikan demokrasi di sekolah dasar agar nilai-nilai dari Undang-

Undang Dasar NKRI 1945 bisa diterapkan sejak dini. 

 

 

 

P 
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II. PEMBAHASAN  

Istilah Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata yaitu “demos” dan 

“kratos” yang diambil dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratos 

berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan 

di mana rakyat memegang suatu peranan yang sangat menentukan (Mahfud, 

2003 hlm. 10). Seperti suatu negara, sekolah juga merupakan suatu organisasi 

layaknya masyarakat mini yang memiliki warga dan peraturan. Sekolah 

merupakan suatu organisasi, yakni unit sosial yang sengaja dibentuk oleh 

beberapa orang yang satu sama lain berkoordinasi dalam melaksanakan 

tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yaitu mendidik siswa 

dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan, agar mereka mandiri baik 

secara psikologis, biologis, maupun sosial (Rosyada, 2004). Pendidikan 

demokrasi menekankan pada kemampuan intelektual, pribadi, dan 

sosial.Dalam dunia pendidikan haruslah ada tuntutan kepada sekolah untuk 

mentransfer pengajaran yang bersifat akademis ke dalam realitas kehidupan 

yang luas di masyarakat. 

Usia anak saat sekolah dasar adalah fase dimana mereka bertemu dengan 

orang baru di lingkungan yang baru. Mereka bertemu dengan orang orang 

yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Pada fase ini mereka 

akan mengalami yang namanya kehidupan sosial, aspek kehidupan sosial yang 

akan anak lewati seperti toleransi, tolong-menolong, saling-menghargai, sikap 

demokratis, pengetahuan dan keterampilan. Semua itu mereka dapatkan di 

jenjang sekolah dengan harapan mereka dapat mempersiapkan diri untuk 

terjun langsung ke kehidupan masyarakat. Semua mata pelajaran harus 

menanamkan sikap demokrasi, keterampilan, hak asasi manusia, perdamaian, 

dan kesadaran lingkungan. Sekolah dasar memainkan peran penting dalam 

meletakkan dasar-dasar sikap demokratis, untuk itu latihan yang bervariasi 

perlu dirancang dan dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk membantu siswa 

memperoleh sikap dan keterampilan yang demokratis. Demokrasi adalah 

sebuah konsep abstrak bagi siswa sekolah dasar, demokrasi akan mudah 

diajarkan dengan cara permainan dan drama. Menurut Ibrahim dan Wahyuni 

(2012:41) permainan dan drama di dalam kelas akan membantu siswa 
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dalammemperoleh kebiasaan bertanggung jawab dan akan mendorong siswa 

berpartisipasi serta bekerja secara kolektif. 

 Di bidang pendidikan, demokrasi tidak berarti ketergantungan mutlak 

pada otoritas. Sebaliknya yaitu individu yang membuat keputusan mengenai 

diri mereka sendiri sesuai dengan pikiran dan keterampilannya masing-

masing. Pembelajaran yang diberikan oleh guru di dalam kelas dianggap oleh 

kita semua sebagai bentuk pembelajaran yang demokratis, karena guru sudah 

memberikan kewajibannya kepada siswa untuk mengajarkan materi ajar. 

Namun, hal seperti tadi tidak cukup dikatakan sikap yang demokratis karena 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu guru harus 

mengganti metode pengajaran konvensional dan teknik yang tidak demokratis 

dengan metode yang berpusat pada siswa yang lebih demokratis. Melalui 

penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa diharapkan 

dapat berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, 

mampu menganalisa dan dapat memecahkan masalahnya sendiri 

(Sugihartono,dkk, 2007:108). Contoh konkret, misalnya guru menawarkan yang 

mana yang diinginkan oleh siswa ketika merencanakan kegiatan pembelajaran, 

jadi guru harus mempersiapkan beberapa alternatif kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan, yang tentu saja tidak terlepas dari materi ajar yang akan 

diterima oleh siswa. Contohnya dalam topik yang berkaitan dengan 

pendidikan lingkungan, siswa berpartisipasi dan memilih kegiatan sesuai 

dengan keinginan mereka. Meskipun kegiatan siswanya berbeda-beda tapi 

payungnya tetap sama yaitu topik pendidikan lingkungan, baik itu 

kegiatannya yang dilakukan di dalam kelas, sekolah, ataupun di luar sekolah. 

Selanjutnya, guru mendengarkan pendapat para siswa terkait dengan 

pembelajaran yang akan atau sudah dilakukan oleh mereka, pembelajaran 

seperti ini adalah kegiatan yang sangat efektif dan demokratis bagi para siswa, 

dan akan memberikan ketenangan serta kebebasan dalam jiwa mereka. 

Dalam penerapan nilai demokrasi, proses pembelajaran di kelas tentu 

tidak lepas dari peran guru. Guru juga diwajibkan lebih kreatif dan lebih 

berinovatif lagi dalam hal mengajarkan nilai nilai demokrasi, dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa 

tertarik dalam mempelajari materi yang diberikan. Guru harus menciptakan 
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suasana yang hangat di sekolah sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi 

siswa untuk semaksimal mungkin mereka belajar. Biarkan siswa saling 

membantu satu sama lain serta saling bertukar informasi yang mereka 

dapatkan dari hasil akses informasinya. Melalui diskusi akan terpupuk nilai-

nilai demokrasi karena pelaksanaan diskusi sangat memungkinkan siswa 

berinteraksi dengan siswa yang lain, belajar mengemukakan pendapatnya, 

menghargai setiap pendapat dan tidak memaksakan pendapatnya kepada 

orang lain. Guru juga harus memberikan hak kepada siswanya untuk 

memberikan tanggapan atau bertanya tentang materi yang diajarkan. Upaya 

menjaga lingkungan kelas bersih adalah salah satu faktor agar siswa mau 

menerapkan nilai demokrasi. Siswa diberi kewajiban yang wajib dijalaninya 

berupa menjaga lingkungan kelas dan fasilitas kelas agar selalu bersih, rapi, dan 

tersusun dengan baik.  

Begitu juga dengan adanya Fasilitas belajar yang penunjang dalam hal 

penyampaian materi. Saat ini, teknologi berkembang dengan pesat dapat 

memudahkan guru untuk menyampaikan materi agar para siswa tidak merasa 

jenuh dan bosan. Guru dapat memberikan materi melalui video animasi atau 

menonton film terkait dengan penanaman nilai demokrasi lewat materi 

Pendidikan kewarganegaraan (Rini, 2017). Selain itu tak kalah pentingnya yaitu 

peran seorang guru yang harus memberikan contoh teladan yang baik atau Role 

Model kepada para siswanya seperti selalu mengahrgai pendapat siswanya jika 

ada yang tidak setuju dengan pendapatnya, menjalankan peraturan yang ada, 

tidak memberikan hukum yang berat kepada siswanya, memperlakukan 

siswanya dengan adil tanpa ada rasa pilih kasih.  

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan dan  

Penerapan nilai demokrasi di kelas sekolah dasar dapat berupa 

pembelajaran mengenai nilai-nilai demokrasi seperti adanya toleransi, 

keberanian untuk mengeluarkan pendapat di kelas, adanya rasa saling 

menghargai jika ada pendapat yang berbeda, nilai demokrasi ini akan tumbuh 

dalam diri siswa jika siswa memiliki sifat positif terhadap nilai dan siswa akan 

terbiasa dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari hari. Siswa di kelas 
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sekolah dasar dapat menerapkan nilai demokrasi seperti menghargai hak orang 

lain, hormat kepada guru, terbuka dalam menerima pendapat orang lain, 

mengutamakan kepentingan kelompok terlebih dahulu diatas kepentingan 

pribadinya, sopan dan tidak merendahkan siswa lainnya karena adanya 

perbedaan. Guru sebagai pembimbing dapat memberikan arahan kepada siswa 

yang masih mengalami kebingungan mengenai nilai nilai demokrasi yang ada 

selain itu juga guru harus mengawasi para siswa dalam hal bersikap dan 

perbuatannya harus sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang telah diajarkan 

dan dipraktekkan.  

 

B. Saran 

Guru harus mempunyai wawasan serta kemampuan yang kompeten 

dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap pembelajaran di kelas 

dan melaksanakan tugas-tugasnya di masyarakat. Guru juga harus termotivasi 

untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi siswa 

untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sosial 

mereka. Sebagai jalan mengembangkan sikap demokratis siswa di pendidikan 

dasar, sekolah dasar harus menjadi lingkungan yang dapat menumbuhkan 

sikap dan keterampilan yang demokratis. 
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BAB XVII 

IMPLEMENTASI NILAI KESAMAAN DERAJAT GUNA 

MENDUKUNG TERCAPAINYA PROFIL PELAJAR PANCASILA 

*Rachmad Effendi Teguh Santoso 

 

I. PENDAHULUAN 

anusia dikaruniai potensi berpikir, rasa dan cipta, kodrat yang sama 

sebagai makhluk pribadi (individu) dan sebagai makhluk masyarakat 

(sosial). Manusia akan mempunyai arti apabila ia hidup bersama-sama 

manusia lainnya di dalam masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NKRI Tahun 1945 seperti 

nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai 

demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum, membuat kita 

lebih bijak bermedia sosial termasuk membuat manusia lebih beradab 

sehingga hubungan antara manusia satu dan yang lain dapat senantiasa 

terjaga. 

Persamaan derajat adalah persamaan nilai, harga, taraf yang 

membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Harkat manusia 

adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa 

dan hak-hak serta kewajiban azasi manusia. Martabat adalah tingkatan harkat 

kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Sedangkan derajat 

kemanusiaan adalah tingkatan, martabat dan kedudukan manusia sebagai 

makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan kodrat, hak dan kewajiban azasi. 

Dengan adanya persamaan harkat, derajat dan martabat manusia, setiap orang 

harus mengakui serta menghormati akan adanya hak-hak, derajat dan martabat 

manusia. Sikap ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam hubungan 

kemanusiaan, baik dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan maupun 

di lingkungan pergaulan masyarakat. 

Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam 

Pembukaan UUD 1945. Artinya setiap hal dalam konteks penyelenggaraan 

negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-

undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Maka dapat 

M 
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disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 

merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya Pancasila dijadikan dasar 

dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila 

memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan 

Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain 

itu, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 juga memiliki hubungan material. 

Artinya UUD 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang mana 

seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. 

Kemendikbudristek menjadi bagian dari alat negara yang dituntun 

Pancasila (leitstar) dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. 

Mengaitkan kekuatan ide Pancasila dengan pembangunan karakter bangsa 

menghasilkan kehendak negara dan pemerintah untuk mempersiapkan 

generasi penerus bangsa yang cakap dan mumpuni menghadapi perubahan 

jaman. Profil Pelajar Pancasila merupakan manifestasi kehendak tersebut dan 

ditanamkan dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Profil 

Pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, 

pemikiran bapak pendidikan dan rujukan-rujukan kontemporer untuk 

mengantisipasi berbagai tantangan masa kini dan masa depan. Sehingga Profil 

Pelajar Pancasila memiliki basis argumentasi yang kuat baik secara filosofis, 

yuridis maupun sosiologis serta menyertakan analisa dan pembacaan situasi 

mutakhir yang menyangkut penerapan kebijakan programatik. Pada bagian 

terakhir tersebut meliputi akselerasi sintesis atas beragam konsensus universal 

seperti SDGs, UNESCO 21st Century Skills, PISA Global Competence hingga 

praktik baik pendidikan serta pandangan pakar dan praktisi pendidikan 

(Anindito Aditomo, 2021). Oleh karena itu dalam Rencana Strategis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 disebutkan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk 

mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Profil Pelajar Pancasila mandiri, 

dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, 

kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, 

bergotong royong, dan berkebinekaan global. Oleh karena itu, nilai kesamaan 

derajat dirasa dapat mendukung tercapainya profil pelajar pancasila. 
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II. PEMBAHASAN 

Persamaan derajat adalah persamaan nilai, harga, taraf yang 

membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Harkat manusia 

adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa 

dan hak-hak serta kewajiban azasi manusia. Martabat adalah tingkatan harkat 

kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Sedangkan derajat 

kemanusiaan adalah tingkatan, martabat dan kedudukan manusia sebagai 

makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan kodrat, hak dan kewajiban azasi. 

Dengan adanya persamaan harkat, derajat dan martabat manusia, setiap orang 

harus mengakui serta menghormati akan adanya hak-hak, derajat dan 

martabat manusia. Sikap ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam 

hubungan kemanusiaan, baik dalam lingkungan keluarga, lembaga 

pendidikan maupun di lingkungan pergaulan masyarakat. Manusia 

dikaruniai potensiberpikir, rasa dan cipta, kodrat yang sama sebagai makhluk 

pribadi (individu) dan sebagai makhluk masyarakat (sosial).Manusia akan 

mempunyai arti apabila ia hidup bersama-sama manusia lainnya di dalam 

masyarakat. 

Hakikat dari persamaan derajat terbagi menjadi beberapa pengertian dan 

beberapa prinsip. 

Berikut ini adalah macam - macam prinsip persamaan derajat: 

1. Persamaan Harkat: Nilai, harga, taraf yang membedakan mahluk yang 

satu dengan mahluk yang lainnya. Pengertian Harkat: Harkat manusia 

adalah nilai manusia sebagai mahluk Tuhan YME, yang dibekali daya 

cipta, rasa, dan karsa serta hak - hak dan kewajiban asasi manusia. 

2. Pengertian Martabat: Martabat adalah tingkatan harkat kemanusiaan 

dan kedudukan yang terhormat. 

3. Pengertian Derajat Kemanusiaan: Derajat kemanusiaan adalah 

tingatan martabat dan kedudukan manusia sebagai mahluk ciptaan 

Tuhan YME, yang memiliki kemampuan kodrat, hak dan kewajiban 

asasi. 

Dengan adanya persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia, setiap 

orang harus mengakui serta menghormati akan adanya hak - hak, derajat dan 
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martabat manusia. Sikap ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam 

hubungan kemanusiaan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

di lingkungan masyarakat. Manusia dikaruniai potensi berpikir, rasa dan 

cipta, kodrat yang sama sebagai mahluk pribadi (individu) dan sebagai 

mahluk masyarakat (sosial). Negara Indonesia memiliki landasan moral atau 

hukum tentang persamaan derajat, yakni : 

1. Landaasan Ideal: Pancasila 

2. Landasan Konstitusional: UUD 1945 yakni: 

3. Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-1, dan ke-4 

 

a)   Alinea I: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah haak segala 

bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus 

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 

perikeadilan”. 

b)    Alinea IV: “… Pemerintah Negara Republik Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa    Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial……” 

 

Antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945, khususnya bagian 

pembukaan, sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling 

berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila 

adalah rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan 

unsur pokok dalam Pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian 

dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945, sebagai norma hukum 

dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Melansir dari buku 

Pendidikan Pancasila: Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai (2020) karya Ardhamon 

Prakoso, Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 berarti 

Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan posisinya tidak dapat 

tergantikan. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam 
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Pembukaan UUD 1945. Artinya setiap hal dalam konteks penyelenggaraan 

negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-

undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Maka dapat 

disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 

merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya Pancasila dijadikan dasar 

dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila 

memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan 

Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain 

itu, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 juga memiliki hubungan material. 

Artinya UUD 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang mana 

seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat 

dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia. 

Kemendikbudristek menjadi bagian dari alat negara yang dituntun 

Pancasila (leitstar) dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut 

Profil Pelajar Pancasila sesuai Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024: Pelajar Pancasila 

adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang 

memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, 

dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, 

bernalar kritis, dan kreatif, keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia 

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan 

berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya 

dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan 

kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam 

kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa 

kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) 

akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan 

(e) akhlak bernegara. 
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2. Berkebinekaan global belajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, 

lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam 

berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling 

menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang 

positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan 

kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, 

kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan 

sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman 

kebhinekaan. 

3. Bergotong royong 

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu 

kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan 

suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah 

dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, 

kepedulian, dan berbagi. 

4. Mandiri 

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang 

bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari 

mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta 

regulasi diri. 

5. Bernalar kritis 

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi 

baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara 

berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan 

menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah 

memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan 

mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan 

mengambil Keputusan. 

6. Kreatif 

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu 

yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari 

kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta 
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menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. 

 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 terdapat keterangan 

bahwa tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu kompetensi 

sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi 

tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, 

dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu 

“Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya”. 

Adapun rumusan kompetensi sikap sosial, yaitu “Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah 

air”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung 

(indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah 

dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan 

kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik 

lebih lanjut. Pada lingkup sekolah dasar yang ingin menyiapkan tunas-tunas 

Pancasila sejalan dan memperkuat pendidikan karakter. Yudi latif 

membahasakan pendidikan karakter sebagai payung istilah yang menjelaskan 

berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi perkembangan personal. 

Hal itu meliputi penalaran moral, pengembangan kognitif, pembelajaran sosial 

dan emosional, pendidikan moral, pendidikan keterampilan hidup dan 

seterusnya (2018: 275). Sehingga salah satu kebijakan Kemendikbud tahun 

2020 untuk memperkuat penyemaian nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari 

Asesmen Nasional sebagai Penanda Perubahan Paradigma Evaluasi 

Pendidikan adalah adanya survei karakter.  

Setelah uraian ide dasar atas Pancasila sejak penggaliannya, landasan 

logika yang terbangun hingga pemaknaan yang dituangkan dalam uraian sila 

demi sila, maka upaya menyemai nilai-nilai yang diinginkan melalui dunia 

pendidikan masuka pada ranah kebijakan. Dimensi kebijakan pada dasarnya 

turunan konseptual dari gagasan besar yang ditanamkan dalam tujuan-tujuan 

programatik. Hal ini juga bagian utama dari mandat dan tujuan negara ini 
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dibangun yang sangat tegas yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Alur 

berpikir dari cerapan realitas atas pancasila menuntun ragam strategi menuju 

capaian yang diinginkan. Kemendikbud menjadi bagian dari alat negara yang 

dituntun Pancasila (leitstar) dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 

tersebut. Mengaitkan kekuatan ide Pancasila dengan pembangunan karakter 

bangsa menghasilkan kehendak negara dan pemerintah untuk 

mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cakap dan mumpuni 

menghadapi perubahan jaman. Profil Pelajar Pancasila merupakan 

manifestasi kehendak tersebut dan ditanamkan dalam pendidikan dasar dan 

menengah di Indonesia.  

Profil Pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan 

nasional, pemikiran bapak pendidikan dan rujukan-rujukan kontemporer 

untuk mengantisipasi berbagai tantangan masa kini dan masa depan. 

Sehingga Profil Pelajar Pancasila memiliki basis argumentasi yang kuat baik 

secara filosofis, yuridis maupun sosiologis serta menyertakan analisa dan 

pembacaan situasi mutakhir yang menyangkut penerapan kebijakan 

programatik Ketika setiap manusia memahami dan melaksanakan dasar 

hukum UUD 1945 khususnya terkait nilai kesamaan derajat maka pencapaian 

Profil Pelajar Pancasila sebagai Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dapat segera 

terwujud.  

Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar 

sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa 

kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong 

royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil Pelajar Pancasila 

merupakan elaborasi tujuan pendidikan nasional sekaligus komitmen 

bersama seluruh penyelenggara pendidikan dalam membangun sumber 

daya manusia Indonesia. Materi pertama di modul ini membahas 7 urgensi 

yang melatarbelakangi dirumuskannya Profil Pelajar Indonesia 
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BAB XVIII 

IMPLEMENTASI NILAI KETAATAN HUKUM DALAM 

MENINGKATKAN PESERTA PROGRAM SERTIFIKASI HALAL 

GRATIS PADA UMKM 

*Jamaludin 

 

I. PENDAHULUAN 

ndustri halal di berbagai belahan dunia mengalami pertumbuhan signifikan 

dari tahun ke tahun. Mulai dari sektor makanan, minuman, kosmetik, obat-

obatan, pariwisata hingga gaya hidup halal sangat diminati konsumen muslim. 

Total pengeluaran untuk produk-produk tersebut pada tahun 2019 mencapai 

2,02 triliun USD. 

Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia, 

konsumsi umat muslim terhadap produk halal mencapai 144 miliar USD. Dari 

total konsumsi tersebut, berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto 

sebesar 24,86%. Dengan kata lain, industri halal membantu terhadap 

pendapatan nasional. 

Salah satu provinsi yang memiliki potensi untuk pertumbuhan industri 

halal di Indonesia adalah Banten. Provinsi Banten yang terletak di ujung Barat 

Pulau Jawa memiliki lokasi strategis. Di samping itu, mayoritas penduduk 

beragama Islam. 

Tabel 18.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

 
Sumber data: https://databoks.katadata.co.id/ 

I 

https://databoks.katadata.co.id/
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Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa 94,82% penduduk Banten 

beragama Islam. Sedangkan sisanya 5 % penduduknya menganut agama selain 

Islam. Hal ini bisa menjadi faktor pendukung berkembangnya produk halal di 

provinsi tersebut.  

Di samping itu, Banten memiliki Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan 

jumlah yang besar. Tersebar di 8 kota dan kabupaten. Jumlah terbesar berada 

di Kabupaten Tangeran dan terkecil ada di Kabupaten Lebak. Jumlah keseluran 

UMK di Provinsi Banten sebesar 422.399.  

 

Tabel 18.2 

Jumlah UMK di Provinsi Banten 

No Kota/Kabupaten Jumlah 

1 Kabupaten Pandeglang 791 

2 Kabupaten Lebak 3.447 

3 Kabupaten Tangerang 167.649 

4 Kabupaten Serang 67.694 

5 Kota Tangerang 22.593 

6 Kota Cilegon 52.339 

7 Kota Serang 2.101 

8 Kota Tangerang Selatan 105.785 

Jumlah 422.399 

Sumber data: http://umkm.depkop.go.id/ 

 

 Namun hingga saat ini, belum ada data valid yang menyebutkan jumlah 

UMK di Provinsi Banten yang tersertifikasi halal. Kementerian Keuangan 

mencatat hanya 1% dari UMK yang memiliki sertifikat halal.  Jika diasumsikan 

dari pendapat tersebut, maka seharusnya ada 4.223 UMKM di Provinsi Banten 

yang memiliki sertifikat halal.  

Fakta di lapangan menunjukkan hanya sedikit produk UMK di Provinsi 

Banten yang memiliki sertifikat halal.  Berbagai program sudah dicanangkan 

oleh berbagai instansi. Pada tahun 2021, Kementerian Agama Kantor Wilayah 

Banten memfasilitasi 100 sertifikat halal pada UMK. Di tahun yang sama MUI 

Provinsi Banten juga ikut andil memberikan sertifikat halal gratis kepada 10 

http://umkm.depkop.go.id/
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UMK. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian 

Agama juga meluncurkan program sertifikasi halal gratis di tahun 2021. 

Pogram sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan metode self-declare ini 

menyasar kepada produk makanan atau minuman dengan titik kritis rendah. 

Artinya, komposisi produk makanan atau minuman terbuat dari bahan-bahan 

yang kehalalannya tanpa melalui uji laboraturium. Selain itu proses produksi 

dan pengemasan dilakukan dengan teknologi sederhana tanpa pengawetan.  

Di akhir tahun 2021, program tersebut hanya berhasil meregistrasikan 50 

pelaku usaha.. Setelah melalui proses verifkasi lapangan, 17 pelaku usaha 

berhasil mendapatkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Laksmi 

Puspitasari, dosen sekaligus tim Lembaga Penjamin Halal (LPH) UIN Sultan 

Maulana Hasanuddin Banten menyebutkan hanya 2 pelaku usaha yang 

produknya berhasil mendaftarkan sertifikat halal hingga akhir tahun 2021.  

Berbagai kendala banyak ditemui pada program tersebut. Antara lain 

kurangnya pendamping halal pada pelaku usaha, sosialisasi program yang 

belum merata hingga proses administrasi yang menyulitkan pelaku usaha. 

Kendala tersebut tidak menyurutkan semangat Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH). Di tahun 2022 program SEHATI tetap dilanjutkan. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Prinsip Ketaatan Hukum 

Ketaatan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran 

hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang 

baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan atau kepatuhan hukum harus 

disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. 

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan 

ketaataan hukum.  

Pada_dasarnya Hukum_berfungsi sebagai_perlindungan kepentingan 

masyarakat, agar kepentingan_masyarakat terlindungi. Untuk itu_dalam 

pelaksanaan_penegakan_hukum ada tiga_unsur yang selalu harus 

diperhatikan yaitu, kepastian_hukum (Rechtssicherheit), kemafaatan_ 

(Zweckmassigkeit) _dan keadilan_ (Gerechtigkeit). 
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B. Ketaatan Hukum Dalam Meningkatkan Peserta Program Sertifikasi 

Halal Gratis Pada UMKM di Provinsi Banten 

 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 

menyatakan bahwa tujuan dari penyelenggaran JPH adalah memberikan 

kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan 

Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan 

Produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk 

memproduksi dan menjual Produk Halal. 

 

 
Gambar 18.1 Peraturan Pelaksana Undang-Undang JPH 

 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah tetap perlu bantuan aparat 

atau pihak lain dalam proses penegakannya. Fungsi kontrol perlu dilakukan 

agar tujuan dari aturan tersebut dapat tercapai.  

 

B. Saran 

Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal melakukan sosialisasi dan pendampingan terjun ke masyarakat 
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bekerjasama dengan Lembaga pendidikan agar manfaat pendampingan dapat 

dirasakan langsung. Sehingga masyarakat akan proaktif untuk mendaftarkan 

produknya untuk ikut sertifikasi halal.  
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BAB XIX 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KESAMAAN DERAJAT DARI UUD 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 PADA KEHIDUPAN 

MASYARAKAT PENGGUNA MEDIA  SOSIAL 

*Sugiyanto 

 

I. PENDAHULUAN 

ndonesia sebagai negara yang merdeka yang mempertahankan persatuan dan 

mewujudkan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa harus 

dijaga dari generasi ke generasi. Sebagaimana yang terkandung pada nilai-

nilai UUD Negara  Republik Indonesia 1945 di dalam kehidupan sehari-hari. 

Setiap warga memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di 

mata hukum. Masyarakat menilai kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

paling utama antara lain hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, 

perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak 

manusiawi. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan hak-hak hidup yang 

harus dipenuhi pemerintah antara lain hal untuk mendapatkan kehidupan 

yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman 

dari ancaman ketakutan. 

Persoalan yang dihadapi dari terjadinya perubahan nilai kesamaan 

derajad yang terdapat pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara 

mendasar muncul disebabkan; adanya ego agama, ego suku, ego kedaerahan, 

ego kelompok sosial, diskriminasi sosial, merasa mayoritas, pemaksaan 

kehendak dan sikap individualis. Berbagai kejadian dan kasus yang muncul 

disebabkan oleh konflik ego berkembang ke media sosial dengan adanya, 

“ujaran kebencian”, jejak-jejak digital negatif yang dimunculkan untuk 

kepentingan politik nasional, berkembangnya berbagai komunitas “paling 

benar”, “ekslusive” dan “komunitas aneh-aneh”. 

Masyarakat saat ini berada pada titik meningkatnya ketidaksetaraan, 

degradasi lingkungan, dan adanya dampak mendalam dari teknologi yang 

muncul pada kehidupan manusia, serta masa depan tidak lagi akan menjadi 

perpanjangan bertahap dari masa lalu. Pilihan gaya hidup individu saat ini 

dibentuk oleh perubahan sikap dan teknologi yang baru dan berpotensi akan 

I 
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bertahan lama. Ini akan mencakup kepedulian individu yang lebih besar 

terhadap kesehatan dan lingkungan, menumbuhkan literasi digital, 

lingkungan yang lebih cerdas, dan fokus yang lebih besar pada ekonomi lokal. 

Saat ini kita bisa bekerja, bergerak, bersosialisasi, mengkonsumsi, belajar, atau 

melindungi diri telah mengalami perubahan secara radikal. Kondisi 

masyarakat tempat kita tinggal mengalami transisi pola perubahan dari pola 

hidup cara lama tiba-tiba mengalami perubahan pola baru dengan adanya 

lingkungan media sosial (distrupted-society). 

Kemajuan Indonesia saat ini membutuhkan kehidupan berbangsa yang 

toleran, harmonis, tidak diskriminatif dan gotong-royong sebagai bangsa 

plural dan multikultur demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, oleh 

karenanya harus dibangun dan dipelihara melalui pola implementasi nilai-

nilai kesamaan derajat UUD NRI 1945 yang tepat menghadapi kondisi 

distrupted-society yang saat ini berkembang. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Persamaan derajat sebagai nilai-nilai kebangsaan UUD Negara 

Republik Indonesia 1945 

Persamaan derajat adalah persamaan nilai, harga, taraf yang 

membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Harkat manusia 

adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa 

dan hak-hak serta kewajiban azasi manusia. Martabat adalah tingkatan harkat 

kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Sedangkan derajat 

kemanusiaan adalah tingkatan, martabat dan kedudukan manusia sebagai 

makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan kodrat, hak dan kewajiban azasi. 

Dengan adanya persamaan harkat, derajat dan martabat manusia, setiap 

orang harus mengakui serta menghormati akan adanya hak-hak, derajat dan 

martabat manusia. Sikap ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam 

hubungan kemanusiaan, baik dalam lingkungan keluarga, lembaga 

pendidikan maupun di lingkungan pergaulan masyarakat. Manusia 

dikaruniakan potensi berpikir, rasa dan cipta, kodrat yang sama sebagai 

makhluk pribadi (individu) dan sebagai makhluk masyarakat (sosial). 
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Manusia akan mempunyai arti apabila ia hidup bersama-sama manusia 

lainnya di dalam masyarakat. 

Dengan adanya persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia, setiap 

orang harus mengakui serta menghormati akan adanya hak - hak, derajat dan 

martabat manusia. Sikap ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam 

hubungan kemanusiaan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

di lingkungan masyarakat. Manusia dikaruniai potensi berpikir, rasa dan 

cipta,kodrat yang sama sebagai mahluk pribadi (individu) dan sebagai 

mahluk masyarakat (sosial). 

 

B. Kehidupan Masyarakat Pengguna Media Sosial 

Awalnya media sosial diciptakan sebagai alat komunikasi, namun 

seiring perkembangan zaman dan teknologi ada banyak sekali manfaat yang 

diberikan dari media sosial. Baik yang berkaitan dengan interaksi sosial, 

hingga dijadikan sebagai alat dalam memudahkan jual-beli. Berikut beberapa 

fungsi yang diberikan media sosial dalam kehidupan terlepas adanya dampak 

negatif media sosial. Media sosial sebagai suatu platform dengan fasilitas yang 

dibuat pengguna (masyarakat) dapat melakukan aktivitas sosial. Aktivitas 

sosial ini bisa seperti komunikasi sebagai interaksi sosial dengan mengirim 

atau memberi informasi, berbagi foto dan video dan lain sebagainya sesuai 

dengan fasilitas yang dimiliki.  

Di era perkembangan masyarakat media sosial, informasi yang beredar 

di dunia maya nyaris tak terbatas dan tak terbendung, sebagian besar 

masyarakat umumnya tidak lagi bisa membedakan mana berita yang benar 

dan mana berita yang tak memiliki rujukan pada realitas yang nyata. Hanya 

karena kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan identitas sosial 

tertentu, masyarakat biasanya dengan mudah teperdaya dan memercayai 

begitu saja berita-berita yang sesungguhnya tidak benar dan menghasut.  

Pemerintah telah melakukan sejumlah revisi pada pasal dan ayat dalam 

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu revisi penting 

dari UU ITE yang telah disahkan adalah penambahan ayat baru pada pasal 40 

yang isinya menegaskan bahwa pemerintah berhak menghapus dokumen 

elektronik yang terbukti menyebarkan informasi melanggar UU. Informasi 
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yang dimaksud melanggar UU adalah informasi yang terkait dengan 

pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Revisi dan 

pengesahan UU ITE baru ini, dilakukan pemerintah terutama mengingat 

kondisi sosial-politik masyarakat yang belakangan ini sering kali memanas 

karena dipicu berita- berita hoax dan ujaran kebencian. 

Mencegah agar media sosial tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang 

kontra- produktif bagi kemajuan bangsa, yang tak kalah penting adalah 

bagaimana pemerintah mendorong dan membekali masyarakat dengan 

tingkat literasi digital yang kritis--yang bisa menyeleksi secara mandiri mana 

informasi yang benar dan mana pula informasi yang keliru. 

C. Implementasi nilai-nilai persamaan derajat pada masyarakat pengguna 

media sosial. 

Membangun dan menjaga Indonesia untuk Kehidupan bangsa yang 

toleran Harmonis, tidak diskriminatif dan gotong royong sebagai bangsa 

plural dan multikultural menjadi harapan untuk kemajuan suatu bangsa yang 

bersatu dan berdaulat. Individu, merupakan sosok yang memegang peranan 

penting dalam kehidupan pribadi masyarakat, maupun kelompok 

masyarakatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu berinteraksi 

dengan individu lain, yang menjadi anggota kelompok masyarakatnya. 

Interaksi ini tidak mudah. Setiap orang punya pendapat yang pasti berbeda 

dengan orang lain, dalam bentuk sekecil apapun. Perbedaan inilah yang 

menimbulkan dinamika kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. 

Fenomena perbedaan di masyarakat dapat menunjukan adanya peran dan 

fungsi setiap individu di masyarakat. Manusia sebagai individu selalu berada 

di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus mematangkannya untuk 

menjadi seorang pribadi yang membutuhkan lingkungan yang dapat 

membentuk pribadinya. Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap 

pembentukan individu sangat besar namun individu berkemampuan untuk 

mempengaruhi masyarakat. 

Strategi yang dilakukan dalam implementasi nilai nilai kesamaan derajat 

pada masyarakat pengguna media sosial: 

a. Individu sebagai diri sendiri pengguna media sosial, 
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Sikap dan prilaku sebagai individu dengan menjunjung tinggi harkat dan 

martabat yakni manusia yang bernilai sebagai mahluk Tuhan YME, yang 

dibekali daya cipta, rasa, dan karsa serta hak - hak dan kewajiban asasi 

manusia. Individu sebagai pengguna media sosial harus menjaga diri 

sendiri untuk bersikap dan berprilaku yang mencerminkan pribadi yang 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang bernilai dan 

berketuhanan. Tidak membagikan dan informasi atau data pribadi 

dengan mudah di media sosial. Serta sebagai sarana dalam 

mengekpresikan karya yang sifatnya membangun memotivasi orang lain 

untuk berkembang berupa foto estetik atau video edukasi dan seterusnya. 

b. Individu sebagai anggota keluarga pengguna media sosial, 

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat terdiri atas beberapa orang 

yang berkumpul karena keterikatan oleh satu turunan hubungan lalu 

mengerti dan merasa sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, enak 

dan berkehendak bersama-sama memperteguh hubungan itu untuk 

memuliakan masing-masing anggotanya. Sebagaimana fungsi keluarga 

untuk pemeliharaan fisik anggotanya, pemeliharaan sumberdaya 

keluarga, pembagian tugas masing-masing anggota, bersosialisasi antara 

keluarga, memelihara ketertiban anggota, menempatkan anggota pada 

masyarakat yang lebih luas serta membangkitkan dorongan dan semangat 

para anggotanya. 

Implementasi nilai-nilai individu sebagai anggota keluarga pengguna 

media sosial untuk bersosialisasi dalam keluarga agar terbentuknya 

kepribadian sikap, prilaku dan tanggapan emosinya sehingga dapat 

diterima dengan baik oleh keluarganya. Adanya kontrol sosial dalam 

bentuk sistem nilai yang dibangun keluarga bahwa seluruh anggota 

keluarga memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai tuntunan 

untuk mengarahkan aktifitasnya dalam masyarakat dan berfungsi sebagai 

tujuan akhir pengembangan kepribadiannya. 

c. Individu sebagai anggota masyarakat pengguna media sosial, 

Masyarakat sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem 

semi tertutup, dimana sebagian besar berinteraksi adalah antara individu- 

individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat sebagai 



128 | Implementasi Nilai-Nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945_Nilai Kesamaan Derajat 
 

sebuah komunitas yang interdependent (saling tergantung satu sama 

lain). Masyarakat digunakan untuk mengacu orang yang hidup bersama 

dalam satu komunitas yang teratur. 

Individu sebagai warga masyarakat pengguna media sosial hubungannya 

terletak pada sikap saling menjungjung hak dan kewajiban manusia 

sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Hak individu 

dan hak masyarakat hendaknya diketahui dengan mendahulukan hak 

masyarakat media sosial daripada hak individu. Dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai harkat dan martabat sebagai manusia dan makhluk sosial. 

Masyarakat pengguna media sosial memiliki derajat dan martabat yang 

sama sebagai manusia tidak diskriminatif dan tidak mengedepankan ego 

agama, suku, kedaerahan, kelompok sosial, merasa mayoritas, pemaksaan 

kehendak. 

 

III.  PENUTUP 

A. Simpulan 

Indonesia saat ini membutuhkan kehidupan berbangsa yang toleran, 

harmonis, tidak diskriminatif dan gotong-royong sebagai bangsa plural dan 

multikultur demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, oleh karenanya 

harus dibangun dan dipelihara melalui pola implementasi nilai-nilai 

kesamaan derajat UUD NRI 1945 yang tepat menghadapi kondisi distrupted-

society yang saat ini berkembang.  

Individu sebagai warga masyarakat pengguna media sosial 

hubungannya terletak pada sikap saling menjungjung hak dan kewajiban 

manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Hak individu 

dan hak masyarakat hendaknya diketahui dengan mendahulukan hak 

masyarakat media sosial daripada hak individu. Dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai harkat dan martabat sebagai manusia dan makhluk sosial. 

Masyarakat pengguna media sosial memiliki derajat dan martabat yang sama 

sebagai manusia tidak diskriminatif dan tidak mengedepankan ego agama, 

suku, kedaerahan, kelompok sosial, merasa mayoritas, pemaksaan  kehendak. 
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B. Saran 

Penulis telah berusaha menelaah berbagai kondisi yang berkembang, 

tentunya masih banyak kekurangan kelengkapan sumber-sumber yang 

mendasar sehingga untuk melengkapi tulisan ini disarankan untuk 

mengambil sumber-sumber yang mendasar dan membuat skema dan pola 

implementasi yang mudah ditampilkan untuk dibaca. 
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BAB XXI 

KESEMPATAN DAN PELUANG YANG SAMA DALAM MEMILIH 

SEKOLAH (BAGI SISWA) DAN MEMIMPIN SEKOLAH (BAGI GURU) 

*Arif Murti R 

 
 

I. PENDAHULUAN 

 

esempatan untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi tiap 

warga negara. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) 

setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, kesempatan untuk 

memasuki sekolah negeri maupun swasta adalah hak tiap warga negara. 

Namun yang kita lihat saat ini, masih terjadi penumpukan pendaftaran 

disekolah tertentu yang dianggap sebagai sekolah yang “terbaik atau 

unggul”. Padahal pemerintah sudah membuat kebijakan dengan sistem 

zonasi, agar tidak muncul lagi anggapan untuk sekolah tertentu merupakan 

sekolah terbaik sedangkan sekolah lain biasa saja. Atau apakah fenomena ini 

terjadi karena belum meratanya kualitas sekolah? Sehingga terjadinya 

penumpukan untuk memilih sekolah tertentu saja? 

 

II. PEMBAHASAN 

Pemerintah memiliki kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang 

di dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) diantaranya: standar isi, standar 

proses, standar penilaian pendidikan. Upaya ini dilakukan tentunya untuk 

memastikan sekolah memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga 

terwujudnya pemerataan kualitas di tiap sekolah. Apabila kualitas sekolah 

merata, khususnya sekolah negeri tentunya tidak akan ada masalah dengan 

sistem zonasi dan tidak ada penumpukan di sekolah tertentu. Karena dimana 

K 
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pun mereka  sekolah akan mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Tetapi, 

mengapa saat ini masih terjadi penumpukan pendaftar di sekolah tertentu? 

 

Sejarah sekolah, fasilitas dan lokasi yang mudah diakses   

Tahun berdirinya tiap sekolah negeri tentu berbeda-beda, ada sekolah yang 

berdiri sudah 30 tahun, ada yang 20 tahun dan ada juga yang baru berdiri 5 

tahun. Sekolah-sekolah yang sudah lama berdiri, tentunya sudah memiliki 

persepsi dan penilaian tersendiri di mata masyarakat. Walaupun mungkin 

sudah banyak perubahan, karena adanya perubahan fasilitas, guru yang 

berganti/pensiun dan sistem penerimaan siswa baru. Hal lainnya adalah lokasi 

sekolah. Sekolah yang berada di pusat kota dan dekat dengan rumah atau 

tempat kerja orang tua siswa biasanya juga menjadi pertimbangan di dalam 

pemilihan sekolah. Selain itu terdapat fasilitas pendidikan yang berbeda-beda. 

Bukankah tiap warga negara juga berhak mendapatkan fasilitas pendidikan 

yang lengkap dan memadai yang sama? Upaya pemerataan pendidikan 

tentunya akan terus dilakukan pemerintah. Persepsi yang terbangun terhadap 

sekolah tertentu, lokasi sekolah serta fasilitas di tiap sekolah negeri inilah yang 

menjadi diantara penyebab masih terjadinya penumpukan memilih sekolah 

negeri tertentu. 

 

Guru dan Kepala Sekolah 

Terwujudnya lulusan atau alumni yang baik, berprestasi dan berkarakter 

tentunya salah satu peran dari guru yang ada di sekolah. Karena guru banyak 

berinteraksi di sekolah untuk mengajar, mendidik, memberikan bimbingan, 

melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik. Guru-guru yang terbaik 

dan memenuhi syarat tentunya memiliki kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. Peran penting juga di 

miliki oleh kepala sekolah, karena bertanggungjawab untuk mengelola satuan 

pendidikan, memimpin pembelajaran, serta melaksanakan tugas manajerial. 

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru 

sebagai Kepala Sekolah pasal 8 (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai 

Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah 
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Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling banyak 4 (empat) 

periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa 

periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Apakah aturan 

tersebut akan memberikan kesempatan dan peluang yang sama untuk guru-

guru yang memiliki potensi memimpin sekolah? mengingat masa jabatan 

maksimalnya adalah 16 (enam belas) tahun. Apabila kepala sekolah 

sebelumnya tidak berganti-ganti maka peluang atau kesempatan guru yang 

memiliki potensi akan semakin kecil. Padahal kemampuan dan 

kompetensinya bisa dimaksimalkan untuk mewujudkan upaya pemerataan 

kualitas sekolah dengan memimpin sekolah (baik di sekolah tempat mengajar 

saat ini maupun sekolah yang lain). 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Terjadinya penumpukan di sekolah tertentu karena adanya persepsi yang 

lebih awal mengenai sekolah tertentu, sehingga sekolah tersebut yang menjadi 

pilihan oleh semua pihak. Hal ini terjadi karena belum meratanya kualitas di 

tiap sekolah. Padahal tiap siswa perlu mendapatkan kesempatan dan peluang 

yang sama untuk memilih sekolah yang memiliki kualitas yang sama. 

Kemudian guru-guru yang terbaik (memenuhi syarat) tentunya perlu 

memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memimpin sekolah, 

karena untuk mewujudkan pemerataan kualitas sekolah perlunya guru-guru 

terbaik yang menyebar (tidak hanya menumpuk di satu sekolah). 

B. Saran 

a) Upaya edukasi dan sosialisasi tiap sekolah adalah sama perlu terus 

dilakukan. Karena tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, 

tentunya pendidikan yang berkualitas dan merata. di waktu yang sama 

tentunya upaya memperbaiki kualitas dan fasilitas sekolah juga perlu 

terus dilakukan. 

b) Masa jabatan maksimal untuk tugas tambahan Guru sebagai Kepala 

Sekolah sebaiknya maksimal 2 periode (8 tahun). Karena apabila 

maksimalnya 4 periode (16 tahun) tentunya akan memberikan 

kesempatan dan peluang yang lebih kecil bagi guru-guru terbaik 
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lainnya untuk memimpin sekolah. Karena dalam upaya pemerataan 

kualitas sekolah tentunya guru-guru terbaik yang layak dan memenuhi 

syarat perlu diberikan kesempatan untuk memimpin sekolah (sekolah 

tempat mengajar saat ini ataupun sekolah yang lain) dalam upaya 

mewujudkan pemerataan pendidikan.  
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BAB XX 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI NILAI-NILAI UUD 1945  

GUNA MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP BERBANGSA BERNEGARA 

DI ERA DIGITAL 

*Budi Pramono; Susy Susilariny; Ida Rohayani; Ahmad Yani; Aries Widya 

Gunawan; Impol Siboro; Isak Irwan Limbong; Swan Dj. T. Isa; Kusnadi; 

Martin Elvis; Rr. Ajeng Hapsari Nastiti; Achmad Daengs GS; Arif Murti R;  

Aini Zakiyah; Jamaluddin; M. Iqbal Sudin; Rachmad Effendi; Septima Laura 

Hutajulu; Siti Maria Ulfa; Sugiyanto; Suhardi 

 

I. PENDAHULUAN 

ndonesia sebagai negara yang merdeka, yang mempertahankan persatuan 

dan kesatuan bangsa sebagai kekuatannya. Persatuan dan kesatuan bangsa 

harus dijaga dari generasi ke generasi. Sebagaimana yang terkandung pada 

nilai-nilai UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu nilai demokrasi, nilai 

kesamaan derajat, nilai ketaatan hukum dan sebagainya. Pasca reformasi 

misalnya, keran kebebasan berdemokrasi sangat terbuka ketimbang pada masa 

orde lama maupun orde baru. Langkah inilah yang menjadi sebuah kemajuan 

di republik ini. Namun kebebasan yang di maksud adalah kebebasan yang 

mampu dipertanggungjawabkan secara norma hukum yang berlaku, 

sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 J ayat 2 dicantumkan, “dalam 

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratis”. Menurut Hendri B Mayo (2012:87) bahwa nilai 

dalam demokrasi, yaitu: 1). Menyelesaikan persoalan secara damai dan 

melembaga 2). Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam 

suatu masyarakat yang sedang berubah. 3). Menyelenggarakan pergantian 

pemimpin secara teratur. 4). Mengakui serta menganggap wajar adanya 

keanekaragaman (diversity). 5. Menjamin tegaknya keadilan. 

I 
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Kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut makin mendapat ruang 

ketika era reformasi. Di samping itu, perubahan yang berlangsung saat ini, 

menandai kita berada di sebuah era dimana terjadi perkembangan teknologi 

informasi yang sangat cepat, masiv dan cenderung disruptive yang 

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, merubah karakter 

pekerjaan, karakter individu maupun sosial hingga cara berkomunikasi. 

Sehingga dengan dinamika dan perkembangan teknologi informasi tersebut, 

kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat seolah mendapat 

“panggung”. Ruang-ruang partisipasi secara fisik berpindah ke dunia digital. 

Setiap orang menjadi mudah untuk terhubung dan berkomunikasi melalui 

media online. Masyarakat sekarang telah bergeser menuju ke arah masyarakat 

informasi yang sedikit banyak telah mengubah moda komunikasi politik. 

Melalui internet, dalam proses demokrasi, masyarakat menjadi lebih mudah 

memberikan pendapat. Aspirasi lebih mudah tersampaikan melalui berbagai 

saluran komunikasi dengan pemerintah. Netizen telah ikut terlibat secara aktif 

dalam proses-proses pengambilan keputusan strategis dalam bidang kebijakan 

publik. Kaum netizen juga aktif memberikan fungsi kontrol terhadap jalannya 

pemerintahan baik pusat maupun daerah (Kemenkominfo, 2016). 

Persoalan yang dihadapi dari terjadinya perubahan nilai kesamaan 

derajad yang terdapat pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara 

mendasar muncul disebabkan; adanya ego agama, ego suku, ego kedaerahan, 

ego kelompok sosial, diskriminasi sosial, merasa mayoritas, pemaksaan 

kehendak dan sikap individualis. Berbagai kejadian dan kasus yang muncul 

disebabkan oleh konflik ego berkembang ke media sosial dengan adanya, 

“ujaran kebencian”, jejak-jejak digital negatif yang dimunculkan untuk 

kepentingan politik nasional, berkembangnya berbagai komunitas “paling 

benar”, “eksklusif” dan “komunitas aneh-aneh”.   

Masyarakat saat ini berada pada titik meningkatnya ketidaksetaraan, 

degradasi lingkungan, dan adanya dampak mendalam dari teknologi yang 

muncul pada kehidupan manusia, serta masa depan tidak lagi akan menjadi 

perpanjangan bertahap dari masa lalu. Pilihan gaya hidup individu saat ini 

dibentuk oleh perubahan sikap dan teknologi yang baru dan berpotensi akan 

bertahan lama. Ini akan mencakup kepedulian individu yang lebih besar 
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terhadap kesehatan dan lingkungan, menumbuhkan literasi digital, lingkungan 

yang lebih cerdas, dan fokus yang lebih besar pada ekonomi lokal. Saat ini kita 

bisa bekerja, bergerak, bersosialisasi, mengkonsumsi, belajar, atau melindungi 

diri telah mengalami perubahan secara radikal. Kondisi masyarakat tempat kita 

tinggal mengalami transisi pola perubahan dari pola hidup cara lama tiba-tiba 

mengalami perubahan pola baru dengan adanya lingkungan media sosial 

(disrupted-society).  

Terkait dengan itu, bisa dilihat dalam indeks EIU (The Economist 

Intelligence Unit), dalam laporan Indeks Demokrasi Dunia, Indonesia 

menduduki peringkat ke-52 dunia dengan Skor 6,71. Indonesia dikelompokkan 

sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (flawed democracy). Disamping 

unsur kebebasan termasuk salah satu persoalan yang menyumbang peringkat 

demokrasi adalah hoax yang menyebar luas.  

Kemajuan Indonesia saat ini membutuhkan kehidupan berbangsa yang 

toleran, harmonis, tidak diskriminatif dan gotong-royong sebagai bangsa plural 

dan multikultural demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, oleh 

karenanya harus dibangun dan dipelihara melalui pola implementasi nilai-nilai 

kesamaan derajat UUD NRI 1945 yang tepat menghadapi kondisi disrupted-

society yang saat ini berkembang. 

 

II.  PEMBAHASAN 

A. Persamaan derajat sebagai nilai-nilai kebangsaan  

Persamaan derajat adalah persamaan nilai, harga, taraf yang 

membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Harkat manusia 

adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa 

dan hak-hak serta kewajiban asasi manusia. Martabat adalah tingkatan harkat 

kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Sedangkan derajat kemanusiaan 

adalah tingkatan, martabat dan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan 

yang memiliki kemampuan kodrat, hak dan kewajiban asasi.  

Dengan adanya persamaan harkat, derajat dan martabat manusia, setiap 

orang harus mengakui serta menghormati akan adanya hak-hak, derajat dan 

martabat manusia. Sikap ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam 

hubungan kemanusiaan, baik dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan 
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maupun di lingkungan pergaulan masyarakat. Manusia dikaruniakan potensi 

berpikir, rasa dan cipta, kodrat yang sama sebagai makhluk pribadi (individu) 

dan sebagai makhluk masyarakat (sosial). Manusia akan mempunyai arti 

apabila ia hidup bersama-sama manusia lainnya di dalam masyarakat.  

Dengan adanya persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia, setiap 

orang harus mengakui serta menghormati akan adanya hak - hak, derajat dan 

martabat manusia. Sikap ini harus ditumbuhkan dan dipelihara dalam 

hubungan kemanusiaan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di 

lingkungan masyarakat. Manusia dikaruniai potensi berpikir, rasa dan 

cipta,kodrat yang sama sebagai makhluk pribadi (individu) dan sebagai 

makhluk masyarakat (sosial).  

Strategi yang dilakukan dalam implementasi nilai nilai kesamaan derajat 

pada masyarakat pengguna media sosial: 

a. Individu sebagai diri sendiri pengguna media sosial  

Sikap dan perilaku sebagai individu dengan menjunjung tinggi 

harkat dan martabat yakni manusia yang bernilai sebagai makhluk 

Tuhan YME, yang dibekali daya cipta, rasa, dan karsa serta hak - hak 

dan kewajiban asasi manusia. Individu sebagai pengguna media 

sosial harus menjaga diri sendiri untuk bersikap dan berperilaku 

yang mencerminkan pribadi yang menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia yang bernilai dan berketuhanan. Tidak 

membagikan dan informasi atau data pribadi dengan mudah di 

media sosial. Serta sebagai sarana dalam mengekspresikan karya 

yang sifatnya membangun memotivasi orang lain untuk berkembang 

berupa foto estetik atau video edukasi dan seterusnya. 

Pada dasarnya teknologi informasi(digital) mengusung visi 

kebebasan dan transparansi. Dua karakter inilah cocok dengan selera 

demokrasi yang juga mengandung kebebasan dan inklusivitas 

(Andriadi, 2016). Dalam era teknologi informasi ini setiap informasi 

tidak dapat ditutup tutupi lagi. Informasi gampang diakses oleh 

semua kalangan. Dengan demikian, demokrasi dan teknologi 

informasi merupakan 2 variabel saling mendukung dan saling 
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menguntungkan dengan syarat jika teknologi digunakan secara 

proporsional 

b. Individu sebagai anggota keluarga pengguna media sosial 

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat terdiri atas beberapa 

orang yang berkumpul karena keterikatan oleh satu turunan 

hubungan lalu mengerti dan merasa sebagai satu gabungan yang 

hakiki, esensial, enak dan berkehendak bersama-sama memperteguh 

hubungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya. 

Sebagaimana fungsi keluarga untuk pemeliharaan fisik anggotanya, 

pemeliharaan sumberdaya keluarga, pembagian tugas masing-

masing anggota, bersosialisasi antara keluarga, memelihara 

ketertiban anggota, menempatkan anggota pada masyarakat yang 

lebih luas serta membangkitkan dorongan dan semangat para 

anggotanya.  

Implementasi nilai-nilai individu sebagai anggota keluarga 

pengguna media sosial untuk bersosialisasi dalam keluarga agar 

terbentuknya kepribadian sikap, perilaku dan tanggapan emosinya 

sehingga dapat diterima dengan baik oleh keluarganya. Adanya 

kontrol sosial dalam bentuk sistem nilai yang dibangun keluarga 

bahwa seluruh anggota keluarga memiliki harkat dan martabat yang 

sama sebagai tuntunan untuk mengarahkan aktivitasnya dalam 

masyarakat dan berfungsi sebagai tujuan akhir pengembangan 

kepribadiannya. 

c. Individu sebagai anggota masyarakat pengguna media sosial 

Masyarakat sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah 

sistem semi tertutup, dimana sebagian besar berinteraksi adalah 

antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 

Masyarakat sebagai sebuah komunitas yang interdependen (saling 

tergantung satu sama lain). Masyarakat digunakan untuk mengacu 

orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. 

Individu sebagai warga masyarakat pengguna media sosial 

hubungannya terletak pada sikap saling menjunjung hak dan 

kewajiban manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk 
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sosial. Hak individu dan hak masyarakat hendaknya diketahui 

dengan mendahulukan hak masyarakat media sosial daripada hak 

individu. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat 

sebagai manusia dan makhluk sosial. Masyarakat pengguna media 

sosial memiliki derajat dan martabat yang sama sebagai manusia 

tidak diskriminatif dan tidak mengedepankan ego agama, suku, 

kedaerahan, kelompok sosial, merasa mayoritas, pemaksaan 

kehendak. 

 

B. Masyarakat Indonesia sebagai Pengguna Media Sosial 

Awalnya media sosial diciptakan sebagai alat komunikasi, namun seiring 

perkembangan zaman dan teknologi ada banyak sekali manfaat yang diberikan 

dari media sosial. Baik yang berkaitan dengan interaksi sosial, hingga dijadikan 

sebagai alat dalam memudahkan jual-beli. Berikut beberapa fungsi yang 

diberikan media sosial dalam kehidupan terlepas adanya dampak negatif 

media sosial. Media sosial sebagai suatu platform dengan fasilitas yang dibuat 

pengguna (masyarakat) dapat melakukan aktivitas sosial. Aktivitas sosial ini 

bisa seperti komunikasi sebagai interaksi sosial dengan mengirim atau 

memberi informasi, berbagi foto dan video dan lain sebagainya sesuai dengan 

fasilitas yang dimiliki.  

Di era perkembangan masyarakat media sosial, informasi yang beredar di 

dunia maya nyaris tak terbatas dan tak terbendung, sebagian besar masyarakat 

umumnya tidak lagi bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita 

yang tak memiliki rujukan pada realitas yang nyata. Hanya karena kesamaan 

ideologi, kepentingan, dan kesamaan identitas sosial tertentu, masyarakat 

biasanya dengan mudah terpedaya dan mempercayai begitu saja berita-berita 

yang sesungguhnya tidak benar dan menghasut.  

Pemerintah telah melakukan sejumlah revisi pada pasal dan ayat dalam 

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) no 11 tahun 2008. Salah satu 

revisi penting dari UU ITE yang telah disahkan adalah penambahan ayat baru 

pada pasal 40 yang isinya menegaskan bahwa pemerintah berhak menghapus 

dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi melanggar UU. 

Informasi yang dimaksud melanggar UU adalah informasi yang terkait dengan 
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pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Revisi dan 

pengesahan UU ITE baru ini, dilakukan pemerintah terutama mengingat 

kondisi sosial-politik masyarakat yang belakangan ini sering kali memanas 

karena dipicu berita-berita hoax dan ujaran kebencian.  

Mencegah agar media sosial tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang 

kontra-produktif bagi kemajuan bangsa, yang tak kalah penting adalah 

bagaimana pemerintah mendorong dan membekali masyarakat dengan tingkat 

literasi digital yang kritis--yang bisa menyeleksi secara mandiri mana informasi 

yang benar dan mana pula informasi yang keliru.  

 

C. Implementasi nilai ketaatan hukum pada masyarakat pengguna media 

sosial 

Implementasi penegakan hukum dimulai dengan berlandaskan bahwa 

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana amanat konstitusi Undang-

Undang Dasar 1945. Jika Indonesia komitmen sebagai negara hukum, maka 

seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus 

tunduk dan patuh pada hukum sebagai panglima dalam memandu kehidupan. 

Salah satu prinsip atau asas penting dari negara hukum ialah asas persamaan 

dihadapan hukum (equality before the law). Asas tersebut menegaskan bahwa 

setiap warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dengan 

tidak ada pengecualian. Dalam penegakan hukum terdapat 3 aspek yang 

mendukung, menurut Lawrence M. Friedman (2001), hukum bisa tegak dengan 

adanya: 1. Struktur hukum (structure of law); 2. Substansi hukum (substance of 

the law); 3. Budaya hukum (legal culture). Dalam substansi hukum harus 

memenuhi pada landasan sosiologis sesuai pada kebutuhan masyarakat, 

filosofis sesuai pada UUD 1945 dan Pancasila, yuridis “undang-undang” yang 

dibuat harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.  

Membangun dan menjaga Indonesia untuk Kehidupan bangsa yang 

toleran Harmonis, tidak diskriminatif dan gotong royong sebagai bangsa plural 

dan multikultural menjadi harapan untuk kemajuan suatu bangsa yang bersatu 

dan berdaulat. Individu, merupakan sosok yang memegang peranan penting 

dalam kehidupan pribadi masyarakat, maupun kelompok masyarakatnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu berinteraksi dengan individu 
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lain, yang menjadi anggota kelompok masyarakatnya. Interaksi ini tidak 

mudah. Setiap orang punya pendapat yang pasti berbeda dengan orang lain, 

dalam bentuk sekecil apapun. Perbedaan inilah yang menimbulkan dinamika 

kehidupan sosial dan budaya di masyarakat.  

Fenomena perbedaan di masyarakat dapat menunjukan adanya peran 

dan fungsi setiap individu di masyarakat. Manusia sebagai individu selalu 

berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus mematangkannya 

untuk menjadi seorang pribadi yang membutuhkan lingkungan yang dapat 

membentuk pribadinya. Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap 

pembentukan individu sangat besar namun individu berkemampuan untuk 

mempengaruhi masyarakat. 

 

III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Indonesia saat ini membutuhkan kehidupan berbangsa yang toleran, 

harmonis, tidak diskriminatif dan gotong-royong sebagai bangsa plural dan 

multikultural demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, oleh karenanya 

harus dibangun dan dipelihara melalui pola implementasi nilai-nilai kesamaan 

derajat UUD NRI 1945 yang tepat menghadapi kondisi disrupted-society yang 

saat ini berkembang. 

Individu sebagai warga masyarakat pengguna media sosial hubungannya 

terletak pada sikap saling menjunjung hak dan kewajiban manusia sebagai 

individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Hak individu dan hak 

masyarakat hendaknya diketahui dengan mendahulukan hak masyarakat 

media sosial daripada hak individu. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

harkat dan martabat sebagai manusia dan makhluk sosial. Masyarakat 

pengguna media sosial memiliki derajat dan martabat yang sama sebagai 

manusia tidak diskriminatif dan tidak mengedepankan ego agama, suku, 

kedaerahan, kelompok sosial, merasa mayoritas, pemaksaan kehendak. 

B. Saran 

Penulis telah berusaha menelaah berbagai kondisi yang berkembang, 

tentunya masih banyak kekurangan kelengkapan sumber-sumber yang 

mendasar sehingga untuk melengkapi essay ini disarankan untuk mengambil 
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sumber-sumber yang mendasar dan membuat skema dan pola implementasi 

yang mudah ditampilkan untuk dibaca. 
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